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Skripsi ini berjudul Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka 
Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang 
bertujuan untuk: (1) Mengetahui objek praperadilan sebelum berlakunya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor:  21/PUU-XII/2014. (2) Mengetahui objek 
praperadilan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  21/PUU-
XII/2014 
Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, 
adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini tergolong kualitatif, dengan 
menggunakan data berupa wawancara langsung/tanya jawab (dialog) dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer 
maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik pengolahan dan analisa data yang 
dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Objek praperadilan sebelum 
berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  21/PUU-XII/2014, terdiri dari: 
sah tidaknya tindakan upaya paksa (berupa: penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, dan penyitaan); sah tidaknya penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan; dan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau kuasa 
hukumnya atau keluarganya atas tindakan upaya paksa atau penghentian 
penyidikan/penuntutan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sedangkan 
Objek praperadilan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
21/PUU-XII/2014, terjadinya penambahan objek praperadilan atas sah tidaknya 
penetapan tersangka. Selain itu, implikasi putusan MK a quo juga berpengaruh 
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terhadap keabsahan penangkapan dan keabsahan penahanan harus berdasarkan syarat 
objektif penyidik; melalui dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka agar 
memenuhi dugaan “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang 
cukup.” 
Implikasi atau tujuan dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan 
kontribusi dalam pemahaman bagi penyelidik/penyidik perihal objek praperadilan 
yang mengalami penambahan dalam ketentuannya, sebagai konsekuensi hukum yang 























A. Latar Belakang Masalah 
Setiap orang yang diduga melakukan kesalahan (hukum pidana Islam 
menyebutnya pelaku jarimah, hukum positif menyebutnya petindak pidana) atas 
pelanggaran dari perdamaian sosial,
1
 maka untuk menghukum orang tersebut 
haruslah tersedia tata aturan yang mencela perbuatannya. Tata aturan ini terbagi 
dalam tiga keadaan, yaitu: ada aturan yang melarang perbuatan tersebut, terdapat 
ancaman hukuman perihal pelarangannya, dan tersedia prosedur yang bisa digunakan 
untuk membuktikan kesalahan dan pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatannya 
itu. 
Tiga keadaan yang dimaksudkan di atas, selanjutnya dalam keberlakuan 
hukum pidana lazim disebut asas legalitas. Pada hakikatnya asas legalitas bukanlah 
hasil pemikiran orisinil dari kalangan yuris Barat. Sebab jauh sebelumnya, yakni 
pada abad ke-14 (empat belas) sosio-historis Islam melalui hukum pidananya 
(jinayat), sudah menerapkan penghukuman yang bersandarkan pada asas legalitas. 
Pembuktian akan hal ini dapat dicermati dengan dianutnya dalam ketentuan 
Syariat Islam: “La hukma li af‟aalil-„uqala qabla wurud in Nasshi.” (tidak ada 
                                                 
1
 U. Zainuddin, Tanpa Tahun, Pengantar Ilmu Hukum, Tanpa Penerbit, Hlm. 39. 
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hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat). Aturan pokok lain lagi 
yang senada dengan syara‟ tersebut, yaitu: Al-ashlu fil-asyyaa-ai wa al-af‟aali al-
ibahatu (semua perkara dan semua perbuatan dibolehkan). Kesimpulan dari pada 
kedua aturan pokok tersebut mengindikasikan bahwa:
2
 
“Sesuatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai 
jarimah kecuali karena adanya nas (ketentuan) yang jelas dan yang melarang 
perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak  ada nas yang 
demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas 
pelakunya.” 
Asas leglitas pada Syariat Islam yang ditegaskan di atas, sebagai 
kesimpulannya: tidak ada jarimah atau hukuman tanpa sesuatu nas (aturan-aturan) 
yang disebutkan dalam syara‟. Bukanlah semata-mata disebabkan nas-nas syara‟ 
umum semata, sebagai seruan keadilan dan melarang kezaliman. Hal yang demikian 
diturunkan dari nas-nas yang jelas  dan khusus melalui firman Allah SWT, 
diantaranya: 
 
QS. Al- Isra‟/ 17:15)  
                         
                  
Terjemahnya : 
                                                 
2
 A. Hanafi, 1976, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, Hlm. 71. 
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  Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka 
Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa 
yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan 
seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan 




Q.S Al- Qhasas/ 28:59 
 
                                  
               
Terjemahnya: 
 
Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus 
di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan 




Q.S Al-A‟raf / 7:19 
 
                            
                         
                  
Katakanlah: "Siapakah yang lebih Kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". 
dia menjadi saksi antara Aku dan kamu. dan Al Quran Ini diwahyukan kepadaku 
supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang 
                                                 
3 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan terjemahannya . ( Cet II; Semarang : P.T karya  Toha 
Putra , 1996). 
4 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan terjemahannya . ( Cet II; Semarang : P.T karya  
Toha Putra , 1996) 
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sampai Al-Quran (kepadanya). apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada 
tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: 
"Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya Aku berlepas 
diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".
5
 
Barulah pada akhir abad ke-18 (delapan belas), asas legalitas ini kemudian 
mengilhami juga sejumlah pemikir hukum barat sekuler, sebagaimana yang terjadi di 
Perancis mempermaklumkan segala kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan 
hukum. Tak lama kemudian, bisa dikatakan hampir bersamaan waktunya, asas 
legalitas disempurnakan oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama John Anselem 
Feurbach yang menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan asas legalitas. 
Menurut Feurbach, nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali masih 
terurai dalam tiga frasa yaitu:
6
 
1. Nulla poena sine lege yang berarti tidak ada pidana tanpa ketentuan 
pidana menurut undang-undang; 
2. Nulla poena sine crimine yang berarti tidak ada pidana tanpa perbuatan 
pidana; 
3. Nullum crimen sine poena legali yang berarti tidak ada perbuatan pidana 
tanpa pidana menurut undang-undang. 
Dalam hubungannya dengan praperadilan maka yang perlu dicermati dalam 
frasa di atas, yaitu pada poin ke-3 (tiga). Frasa tersebut memiliki kedalaman makna 
                                                 
5 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan terjemahannya . ( Cet II; Semarang : P.T karya  
Toha Putra , 1996) 
6
 Eddy OS. Hiariej, 2014, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 
Hlm. 62. 
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yang memberi fungsi instrumentasi. Fungsi instrumentasi adalah dalam batas-batas 
yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas 
diperbolehkan. Pada fungsi instrumentasi inilah menunjukan kalau dalam hukum 
pidana formil pun berlakunya prinsip legaitas di dalamnya. Asas legalitas juga harus 
memberikan pengaturan yang ketat (lex stricta) dan tegas (lex certa) dalam hal tata 
beracara pemidanaan bagi seseorang yang akan atau sedang disangka melakukan 
perbuatan pidana. 
Forum praperadilan harus dimaknai pula sebagai bagian dari hukum pidana 
formil, kendatipun dalam hukum acaranya berlaku “hukum semi acara perdata”. 
Oleh karena itu, pengaturan perihal wewenang dari praperadilan ini harus tegas-tegas 
dinyatakan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 10  Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menegaskan:  
“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan 
memutus : (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; (2)Sah 
atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (3) 
Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau 
pihak lain atau kuanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.” 
Sebagai konsekuensi hukum atas pemberlakuan asas legalitas dalam hukum 
acara yang berlaku untuk praperadilan, maka sebagai tambahan dalam ketentuan di 
atas terkait sah tidaknya penyitaan juga bisa menjadi wewenang praperadilan. 
Dengan berdasarkan pada pemaknaan Pasal 82 ayat 3 huruf d UU No. 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan:  
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“Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak 
termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda 
tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda 
itu disita.” 
Dengan memperhatikan ihwal ketentuan wewenang praperadilan (Pasal 1 
angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 
KUHAP). Nyatalah bahwa wewenang praperadilan hanya pada beberapa poin saja, 
diantaranya: 
1. Sah tidaknya penangkapan atau penahanan; 
2. Sah tidak penghentian penyidikan atau penghentian penunutan; 
3. Sah tidaknya penyitaan; 
4. Permintaaan ganti rugi atau rehabilitasi atas tidak sahnya upaya paksa, 
seperti: penangkapan, penahanan, dan penyitaan. 
Pada sesungguhnya asas legalitas yang termaknai dalam wewenang 
praperadilan, yaitu wewenang yang terkandung didalamnya bersifat limitatif. 
Artinya, selain wewenang yang diatur dalam undang-undang a quo tidak ada 
wewenang lain yang bisa dimilikinya. 
Terhadap segala ketentuan praperadilan ini, ternyata tidak bersifat mengikat 
bagi hakim tunggal praperadilan. Kondisi faktualnya menunjukan berdasarkan 
Putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. atas permohonan praperadilan yang 
diajukan oleh Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi 
Pemberantasan korupsi (KPK), putusan praperadilan a quo justru tidak mengikatkan 
diri dalam ketentuan praperadilan yang telah ditegaskan dalam KUHAP.  Putusan a 
quo pada intinya menyatakan  Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri 
untuk memeriksa “sah tidaknya penetapan tersangka.” 
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Dalam sistem peradilan pidana kita, sebenarnya tidak diperbolehkan bagi 
hakim pengadilan yang dalam fungsinya sebagai “Court of Justice” untuk menjadi 
“pencipta undang-undang”. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak sama 
dengan sistem hukum Anglo-Saxon yang menganut aliran freie rechtslehre, yang 
memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum (judge made law). Hal ini sejalan 
dengan ketentuan Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie 
(AB). Apalagi Algemene Bepalingen masih berlaku hingga saat ini berdasarkan 
Aturan Peralihan UUD 1945: “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-
Undang”. 
Pengadilan Negeri yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) 
dalam fungsinya sebagai “court of justice” sebuah pernyataan berdasar untuk 
menarik penalaran hukum adalah MA tidak bisa mengubah undang-undang. Tetapi 
keadaan hukumnya jelas berbeda dengan fungsi kekuasaan kehakiman Mahkamah 
Konstitusi (MK). MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar. 
In casu a quo MK  sudah menguji ketentuan-ketentuan yang menyangkut 
wewenang praperadilan ini, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang 
menyatakan: 
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1. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak 
dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; 
2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak 
dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 
Andaikata hanya putusan Pengadilan Negeri saja yang menyimpangi 
wewenang praperadilan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Maka masih memungkinkan ketentuan 
perihal wewenang praperadilan yang ada dalam UU a quo tidak mengikat secara 
umum. Tetapi dengan putusan MK, apa yang dinyatakannya, maka sifat keberlakuan 
hukumnya atas undang-undang yang inkonstitusional tersebut sudah bersifat 
mengikat (erga omnes). Sehingga konsekuensi hukumnya Pengadilan Negeri juga 
berwenang untuk mengadili permohonanan praperadilan atas sah tidaknya penetapan 
tersangka. 
Bertitik tolak dari Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 ini, pengkajian 
hukum selanjutnya, yaitu menelaah perbedaan yang terjadi dalam ketentuan 
praperadilan. Khususnya pada objek yang bisa menjadi wewenang praperadilan, baik 
sebelum maupun  setelah pasal terkait praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah dinyatakan “inkonstitusional 
bersyarat” oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 
B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 
terkait dengan Masalah Pokok yang dibahas sebagai berikut: 
1. Bagaimana objek praperadilan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor:  21/PUU-XII/2014 ? 
2. Bagaimana objek praperadilan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor:  21/PUU-XII/2014 ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini difokuskan penelitiannya pada objek praperadilan dalam 
KUHAP baik sebelum maupun setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh 
Mahkamah Konstitusi. 
Adapun deskripsi fokus merujuk pada: objek praperadilan yang mengalami 
penambahan objek baru, yaitu: keabsahan penetapan tersangka yang dapat diperiksa 
oleh Pengadilan Negeri, sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Atas 
penambahan objek baru dalam praperadilan ini maka pembuktian atas tidak sahnya 
penetapan tersangka tersebut, dilakukan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri 
dengan verifikasi alat bukti yang menjadi dasar sesorang ditetapkan sebagai 
tersangka. 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum 
melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literatur yang berkaitan 
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dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang relevan dengan judul 
peelitian ini, sebagai berikut: 
M. Yahya Harahap. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP 
(Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjuan Kembali)”. 
Dalam buku ini memang membahas tentang praperadilan, tetapi hanya pada objek 
praperadilan sebelum ketentuan a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh 
Mahkamah Konstitusi. 
Loebby Loqman. Praperadilan di Indonesia. Dalam buku ini membahas 
sejarah dan konsepsi praperadilan yang banyak mengadopsi sistem habeas corpus di 
Eropa. Relevansinya buku ini dengan hasil penelitian penulis, yakni: prinsip habeas 
corpus mendukung dapatnya dilakukan objektifikasi “bukti permulaan” terhadap 
penetapan tersangka. 
Indriyanto Seno Adji. Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang).  
Dalam buku ini memang sudah ada pembahasan objek praperadilan atas sah atau 
tidaknya penetapan tersangka pasca Putusan MK. Tetapi kajiannya lebih tidak 
menyetujui pengujian keabsahan penetapan tersangka prasyarat harus ada dua alat 
bukti dan pemeriksaan calon tersangka. Sedangkan dalam skripsi ini justru 
menyetujui objektifikasi “bukti permulaan” sebagai alasan dalam penetapan 
tersangka. 
Iwan Anggoro Warsito. Pemeriksaan Pendahuluan dan Praperadilan 
(Pasca Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014). Dalam buku ini memang 
mengkaji objek praperadilan pasca putusan MK. Tetapi dalam babnya tidak ada 
diuraikan secara rinci implikasi lebih lanjut dari Putusan MK a quo, perihal 
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bergesarnya syarat subjektif penangkapan dan penahanan menjadi syarat objektif 
yang bisa menjadi dasar pengujian kebasahan penangkapan, penahanan, dan 
pnetapan tersangka. 
Yordai  Rangga. Skripsi dengan judul Analisis putusan Praperadilan 
terhadap sahnya penangkapan (studi kasus : putusan nomor 
26/pid.B/Pra/2005/PN.Mks). Dalam Skripsi ini penyusun berkesimpulan bahwa 
prosedur pejabat penyidik sehingga tersangka dapat ditangkap diawali oleh adanya 
laporan polisi yang dibuat berdasarkan laporan dari korban.  
Ferry Ronarld Sumigar. Skripsi dengan judul Analisis yuridis terhadap 
putusan praperadilan sehubungan penyitaan barang bukti yang tidak sah. 
Dalam Skripsi ini penyusun berkesimpulan bahwa prosedur dan tata cara 
pemeriksaan sidang praperadilan sehubungan dengan penyitaan barang bukti yang 
tidak sah adalah : 1. Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat 
yang berwenang, 2. Permohonan harus berisi identitas pemohon,termohon, 3. 
Selanjutnya didaftarkan ke bagian kepanitraan pidana, 4. Ketua pengadilan 
menunjuk Hakim tunggal dan panitera, 5. Tahapan pemeriksaan, pembacaan 
permohonan pemohon, jawaban termohon , replik, duplik , pembuktian ( 
pemeriksaan saksi, bukti-bukti surat pemohon dan termohon, pengajuan kesimpulan 
pemohon dan termohon, pembacaan putusan, kesemuanya dilaksanakan dengan cara 
cepat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah harus menjatuhkan putusan sesuai 
pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP ) 
 
Berdasarkan enam rujukan utama dalam penelitian ini, studi kepustakaan 
menunjukan: belumlah terdapat pengkajian secara kompherensif mengenai 
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penambahan wewenang praperadilan:  atas sah tidaknya penetapan tersangka oleh 
penyidik tindak pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-
XII/2014. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Arah dan sasaran tujuan penelitian ini adalah menemukan sinkronisasi 
ketentuan dalam KUHAP atas terjadinya penambahan objek praperadilan 
sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. 
2.  Kegunaan Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam 
pemahaman objek praperadilan yang mengalami penambahan dalam 
ketentuannya, sebagai konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh Putusan 
Mahkamah Konstutusi Nomor: 21/PUU-XII 2014. Secara detail kegunaan 
tersebut dapat dibagi sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoretik 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam 
pengembangan penelitian hukum acara pidana selanjutnya, khususnya teori 
hukum pidana yang dapat memberikan pedoman tekhnis dalam permohonan 
praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. .   
b. Kegunaan Praktis  
Melalui penelitian ini maka diharapkan pula dapat memberikan 
sumbangsi praktis bagi legislator terkait pembahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Hukum Acara Pidana yang sudah masuk di tahap Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas), agar kelak “penetapan tersangka” sebagai 
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wewenang tambahan praperadilan sudah diatur secara jelas saat undang-











A. Tinjauan Teoritis Tentang Praperadilan 
Agar didapatkan penjelasan yang bisa menjadi refrensi dalam penelitian 
selanjutnya, maka di awal bab ini perlu diuraikan defenisi tentang praperadilan, 
objek praperadilan dan sistem pembuktian yang berlaku dalam praperadilan.  
Praperadilan merupakan pranata yang disediakan oleh negara dalam 
mengatur kepentingan hukum publik. Terhadap orang yang akan atau sedang 
disangka melakukan tindak pidana harus diperlakukan berdasarkan due process of 
law yang telah ditentukan dalam undang-undang (KUHAP).  
Pada prinsipnya tujuan praperadilan, yaitu untuk melakukan “pengawasan 
horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia 
berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penututan, agar benar-benar tindakan itu 
tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.  
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Selain itu, tujuan praperadilan juga melakukan pengawasan horizontal 
terhadap tindakan penyidik yang melakukan penghentian penyidikan atau penuntut 
yang melakukan penghentian penuntutan. Dikatakan pengawasan horizontal, sebab 
yang melakukan pengawasan dalam keadaan penghentian penyidikan atau 
penuntutan itu, adalah masing-masing berasal dari penegak hukum (penyidik atau 
penuntut) yang memiliki kedudukan sama dalam pemerosesan pidana atas seorang 
yang disangka melakukan tindak pidana.  
Sehingganya, penuntut yang melakukan penghentian penuntutan, penyidik 
yang dalam hal ini kepolisian memiliki legal standing untuk mengajukan 
permohonan praperadilan atas penghentian penuntutan tersebut. Demikian juga 
sebaliknya, manakala penyidik melakukan penghentian penyidikan, penuntut umum 
juga dapat melakukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan itu.  
Pada sesungguhnya praperadilan dalam pengawasan horizontal ini,  
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan penghentian penyidikan atau 
penuntutan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagai tindakan yang 
perlu pula mendapat pengawasan atas penyalahgunaan kewenangan yang mungkin 
dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. 
Pelembagaan praperadilan sebagai lembaga yang mengontrol tindakan upaya 
paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yaitu lebih banyak 
dilakukan sebagai pengujian tindakan penegak hukum, karena terjadinya kesalahan 
administratif dalam proses upaya paksa itu, seperti: penangkapan, penahanan, dan 
penyitaan.  
Hanya saja, perkembangan kemudian berdasarkan Putusan MK No: 21/PUU-
XII/2014 ruang lingkup praperadilan mengalami pergesaran pada prinsip due process 
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of law (bukan lagi crime control model principle) sehingga dugaan atas perbuatan 
bersalah yang dilakukan oleh seseorang lalu ditetapkan sebagai tersangka, berikut 
dengan dua alat buktinya menjadi mutlak untuk dipenuhi oleh penyidik. 
1. Pengertian Praperadilan 
Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. 
Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di 
tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, 
ditempatkan dalam bab ke-10 (sepuluh), bagian kesatu, sebagai salah satu bagian 
ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. 
Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan 
lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat 
peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus 




a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan 
sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri 
sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, 
b) Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun 
sejajar dengan Pengadilan Negeri , tapi hanya merupakan divisi dari 
Pengadilan Negeri; 
                                                 
7
 Yahya Harahap. 2012 (b). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan 
sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjuan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 4. 
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c) Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan 
Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan 
pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; 
d) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial 
Pengadilan Negeri itu sendiri. 
Dari gambaran di atas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan, bukan 
merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian 
wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan 
Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada 
selama ini.  
Kalau selama ini wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri 
mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok 
maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau 
tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan 
yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya 
diberikan kepada Praperadilan.  
Hal yang diuraikan di atas, dapat dibaca dalam rumusan Pasal 1 butir 10 
KUHAP, yang menegaskan:  
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan 
memutus: 
a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, 
b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, 
c) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya 
atau pihak lain atau kuanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 
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Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 a quo, dipertegas dalam Pasal 
77 KUHAP yang menegaskan bahwa: 
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 
a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan, 
b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya 
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 
Apakah tugas tambahan yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri melalui 
Praperadilan tidak menghambat kelancaran pemeriksaan dan pemutusan perkara? 
Sepintas lalu, mungkin demikian! Akan tetapi semuanya tergantung kepada 
kemampuan Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan pengendalian dan pimpinan 
yang tepat.  
Dengan sarana dan personel yang ada sekarang, cukup memadai 
melaksanakan tugas operasional peradilan. Apalagi kasus yang berhubungan dengan 
wewenang praperadilan, bukanlah hal yang sulit pemeriksaannya. Kuantitasnya pun 
diperkirakan tidak begitu memberati volume kerja dan tugas pemeriksaan perkara 
pidana. 
 Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab praperadilan, Ketua Pengadilan 
Negeri setempat dapat memilih alternatif yang paling sesuai dengan keadaan yang 
dihadapinya pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan 
keadaan dan faktor itulah Ketua Pengadilan Negeri memilih alternatif yang paling 
tepat,  berupa : 
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(1) Membentuk satuan tugas Praperadilan yang permanen;  jika seandainya secara 
nyata suatu pengadilan menghadapi kasus praperadilan sebagai tugas sampingan 
bagi para hakim, dalam keadaan yang seperti ini lebih tepat Ketua Pengadilan 
Negeri menerapkan satuan tugas permanen, yang khusus berfungsi melayani 
tugas praperadilan. Pembentukan satuan tugas permanen dimaksudkan : 
a) Mengangkat dan menetapkan seseorang atau beberapa orang hakim dan 
panitera yang khusus bertugas untuk melayani pemeriksaan dan penyelesaian 
kasus-kasus yang diajukan kepada Praperadilan; 
b) Hakim dan panitera tersebut, diangkat dan ditetapkan untuk jangka waktu 
tertentu, misalnya untuk masa enam bulan atau untuk masa satu tahun; 
c) Selama jangka waktu itu, hakim dan panitera yang bersangkutan, dibebaskan 
dari fungsi mengadili perkara. Semata-mata mereka hanya bertugas 
menghadapi penyelesaian kasus yang diajukan kepada Praperadilan. 
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pilihan alternatif ini didasarkan 
sesuai dengan laju dan volume kasus yang diajukan kepada praperadilan. Jika 
ternyata beban kerja yang diajukan relatif banyak serta tenaga hakim yang ada 
cukup tersedia, beralasan untuk memilih pembentukan satuan tugas praperadilan 
yang permanen. Akan tetapi jika persoalan yang diajukan kepada praperadilan 
hanya bersifat insidentil serta tenaga hakim yang ada tidak cukup memadai, 
Ketua Pengadilan Negeri lebih baik memilih alternatif kedua. 
(2) Bentuk tugas rangkap; inilah pilihan alternatif kedua, Ketua Pengadilan Negeri 
tidak perlu membentuk satuan tugas permanen. Penyelesaian pemeriksaan kasus 
yang diajukan ke Praperadilan dilayani dan dilaksanakan secara insidentil dan 
rangkap. Setiap hakim dan panitera yang ada, sewaktu-waktu dapat ditunjuk 
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untuk memeriksa dan memutus kasus yang diajukan. Dalam bentuk tugas 
rangkap yang seperti ini : 
a) Hakim dan panitera yang akan melayani tugas pemeriksaan Praperadilan, 
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri pada setiap ada kasus yang diajukan. 
Tidak ditetapkan hakim dan panitera yang khusus untuk menanganinya dalam 
suatu jangka waktu tertentu; 
b) Dengan demikian setiap hakim dan panitera, dapat ditunjuk melaksanakan 
fungsi praperadilan tanpa membebaskan dari tugas pokok memeriksa dan 
memutus perkara pidana dan perdata. Penunjukan mereka dilakukan secara 




2. Objek Praperadilan 
 Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan ditegaskan  
dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP. Rincian wewenang yang diberikan 
undang-undang kepada Praperadilan adalah sebagai berikut:
8
  
a) Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Upaya Paksa 
 Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada 
praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya : 
1. Penangkapan;  
2. Penahanan; 
3. Dan penyitaan. 
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Berarti, seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta praperadilan untuk 
memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. 
Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan melalui praperadilan, bahwa tindakan 
penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 
KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang 
ditentukan Pasal 24 KUHAP. 
 
b) Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian 
Penuntutan 
Kasus lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan 
ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang 
dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian 
penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. 
Pada dasarnya baik penyidik maupun penuntut umum berwenang 
menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Dengan prasyarat, hasil 
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan 
perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka 
bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak 
mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.  
 31 
Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik 
atau penuntut umum atas alasan nebis in idem, karena ternyata apa yang disangkakan 
kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, 
dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.  
Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan 
dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur daluarsa untuk 
menuntut. Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan 
dijumpai unsur daluarsa dalam perkara sidang yang sedang  diperiksa, wajar 
penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan dan penuntutan 
dihentikan perkara yang bersangkutan tidaklah di teruskan ke sidang pengadilan. 
Akan tetapi, apakah selamanya alasan penghentian penyidikan atau 
penuntutan sudah tepat dan benar menurut ketentuan undang-undang ? Mungkin saja 
alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat! Bisa juga penghentian sama sekali 
tidak berasalan. Atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat 
yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun mesti ada lembaga yang 
berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 
penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan 
umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of 
authority).  
Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak 
kepada penunut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan 
pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan 
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tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan 
dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan melalui 
praperadilan. 
c) Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi  
Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan 
tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya melalui Praperadilan. Tuntutan 
ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan : 
1) Karena pengkapan atau penahanan yang tidak sah, 
2) Atau oleh karena penggeladahan atau penyitaan yang bertentangan dengan 
ketentuan hukum dan undang-undang  
3) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap , ditahan 
atau diperiksa. 
Analogi sederhana dalam wewenang praperadilan atas tuntutan ganti rugi ini. 
Misalnya, pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah A, tapi yang ditangkap, di 
tahan, dan diperiksa B. Beberapa hari kemudian penyidik menyadari kekeliruan 
mengenai orang yang ditahan, ditangkap, atau diperiksa. Maka dalam keadaan itu 
memberi hak kepada B untuk menuntut ganti kerugian melalui praperadilan. 
d) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi 
 Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi 
yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan 
atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau 
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rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang 
perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. 
e) Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan  
Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan pendapat 
berikut. Pada dasarnya, setiap upaya paksa (enforcement) dalam penegakan hukum 
mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karena itu, harus dilindungi dengan 
seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “ acara 
yang berlaku” (due process) dan hukum yang berlaku ( due to law ).  
Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa 
merupakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan  (personl privacy right). 
Bahwa yang dilakukan penguasa (aparat penegak hukum) dalam melaksanakan 
fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system ), dapat di 
klasifikasikan, meliputi : 
a. Penangkapan (arrest); 
b. Penahanan (detention); 
c. Penggeledahan (searching); dan 
d. Penyitaan, perampasan, pembeslahan (seizure). 
3. Pembuktian dalam Praperadilan 
Terhadap permohonan praperadilan beban pembuktian terletak pada pejabat 
yang berwenang. Kecuali, terhadap permohonan praperadilan mengenai tuntutan 
ganti kerugian rehabilitasi atas tindakan upaya paksa dan perkara pokoknya tidak 
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diajukan ke pengadilan, maka beban pembuktian terletak pada pemohon 
praperadilan.  
Khusus yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penahanan, hakim 
praperadilan wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pejabat 
yang berwenang mengenai: 
a. Bukti permulaan yang cukup sepanjang mengenai permohonan atas 
penangkapan yang tidak sah; 
b. Bukti yang cukup sepanjang mengenai permohonan atas penahanan yang 
tidak sah; 
c. Kebenaran materil dari surat perintah penangkapan dan surat perintah 
penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 
d. Kebenaran materil dari surat pemberitahuan kepada keluarga yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 
e. Bukti yang menunjang adanya keperluan untuk melakukan penahanan 
dengan melakukan penilaian secara objektif terhadap adanya keadaan yang 
meliputi dan terdapat pada diri tersangka yang memunculkan dugaan kuat 
bahwa tersangka akan melarikan diri dan/atau menghilangkan barang bukti 
dan/atau menghilangkan barang bukti dan/atau mempengaruhi saksi-saksi 
dan/atau mengulangi tindak pidana. 
Kemudian, khusus sepanjang mengenai penghentian penyidikan dan 
penuntutan, hakim praperadilan wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang 
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disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai alasan-alasan untuk 
penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan.  
Khusus mengenai tuntutan ganti kerugian/ rehabilitasi atas tindakan upaya 
paksa dan perkara pokoknya tidak diajukan ke pengadilan, hakim praperadilan wajib 
mempertimbangkan bukti-bukti mengenai kerugian yang diderita oleh pemohon yang 
dapat dikalkulasi dan dihitung dengan penalaran yang wajar.  
Selanjutnya, khusus mengenai permohonan rehabilitasi dan sah atau tidaknya 
penyitaan, hakim praperadilan wajib mempertimbangkan bukti-bukti dari pejabat 
yang berwenang sepanjang mengenai: Pertama, alasan-alasan penyitaan 
dan/penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan negeri, alasan penetapan police line, 
dan alasan-alasan mengenai benda-benda yang disita dan/atau digeledah dan/atau 
alasan-alasan penggeledahan atas orang; Kedua, kebenaran materiil dari surat 




B.  Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
 Agenda reformasi penegakan hukum menghendaki dibentuknya kekuasaan 
kehakiman yang independen dan bebas dari campur tangan  kekuasaan lain. Maka 
melalui amanat UUD NRI 1945 telah melahirkan kekuasaan kehakiman yang baru 
selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman itu bernama Mahkamah Konstitusi 
(MK). 
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Dalam konteks ini, MK sengaja dibentuk sebagai lembaga judicial untuk 
menguji banyaknya peraturan perundang-undangan, termasuk produk undang-undang 
yang secara substantif dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi,  sebagaimana peraturan perundang-undangan menimbulkan 
pelanggaran hak konstitusional terhadap warga negara. 
Sebelum terbentuknya MK, pada dasarnya sudah ada lembaga judicial yang 
berwenang membatalkan perundang-udangan yang bertentangan dengan undang-
undang di atasnya. Hanya saja, MA waktu itu diberikan kewenangan untuk 
membatalkan perundangan-undangan yang bertentangan dengan undang-undang, 
seperti: Perda, dan PP yang bertentangan dengan undang-undang.  
Dengan hadirnya MK, maka undang-undang pun oleh karena ketentuannya 
yang menimbulkan pelanggaran hak terhadap warga negara dus berdasarkan UUD 
NRI 1945, maka MK dalam keadaan pasif. Nanti ada yang mengajukan permohonan 
judicial review atas undang-undang, baru MK dapat memeriksa, mengadili, dan 
memutus konstitusional tidaknya undang-undang tersebut.
10
  
Berdasarkan pemikiran Hans Kelsen
11
 yang mengemukakan fungsi MK 
hanyalah sebagai “guardian of constitution”, akan tetapi Mahkamah Konstitusi yang 
terdapat di negara ini kewenangannya tidak hanya pada melakukan judicial review 
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saja UU terhadap UUD NRI 1945. Tetapi fungsi “guardian of constitution” juga 
termasuk menjaga identitas negara, sebagai negara yang menganut prinsip daulat 
rakyat dan prinsip negara hukum.  
Sehingganya, selain  MK berwenang mengadli UU terhadap UUD juga 
berwenang diantaranya: memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 
kewenangannya berdasarkan UUD, memutus pembubaran Partai Politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Untuk melihat secara jelas 
kewenangan  MK tersebut, selanjutnya akan dikutip baik kewenangannya yang 
ditegaskan dalam UUD NRI maupun dalam UU Tentang MK, berikut ketentuannya: 
Pasal 24  C ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan: “MK berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
Pemilihan Umum.”  
 
Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi: 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
(b)Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945; (c) Memutus pembubaran partai politik; dan (d)Memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum.” 
Penjelasan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
konstitusi: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan 
Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 
diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.” 
Penjelasan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2011 atas perubahan UU 
Nomor 24 Tahun 2003  Tentang Mahkamah konstitusi: “Putusan Mahkamah 
Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya 
hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi 
dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final 
and binding).” 
 
Pasal  236 c ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU 
Nomor 32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah “penanganan sengketa 
hasil pengitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh 
Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 
(delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini disidangkan. 
 
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dengan beberapa kewenangan MK, 
maka studi pembahasan selanjutnya akan dititikberatkan pada kewenangan MK 
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dalam “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”.  
In qasu a quo,  judicial review atas bertentangannya Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD NRI 1945 
khusus pada ketentuan objek praperadilan yang terdiri atas keabsahan upaya paksa 
yag terdiri atas penangkapan, penahanan dan penyitaan beserta ganti rugi atau 
rehabitasi atas tindakan upaya paksa tersebut yang undue process of law.  
Kini, MK telah menyatakan Pasal 77 KUHAP inkonstitusional bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai keabsahan penetapan tersangka juga sebagai objek 
praperadilan. 
Dalam telaah ilmu perundang-undangan pada sesungguhnya MK tidak boleh 
berfungsi pula sebagai legislative review.  Bahwa  yang dikehendaki oleh UUD NRI 
1945 dan UU MK itu sendiri, MK hanya dapat mencabut sebuah ketentuan undang-
undang dengan menyatakannya tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. 
Kondisi faktualnya menunjukan MK dalam megadili UU No. 1 Tahun 1981 
tersebut, MK malah melahirkan norma baru dalam Pasal 77 a quo. Sehingga dengan 
adanya norma baru tersebut, sudah pasti menimbulkan implikasi hukum terhadap 
ketentuan praperadilan lainnya baik yang terdapat dalam KUHAP maupun yang 
terdapat dalam Undang-Undang lainnya.  Itulah sebabnya melalui penelitian ini, akan 
diuraikan implikasi hukum yang ditimbulkan dari putusan MK a quo dengan 
melakukan perbandingan objek praperadilan antara sebelum dan sesudah ketentuan 
praperadilan dalam KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. 
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C. Parameter Pembuktian  
 Dalam hukum acara pidana, sistem pembuktian tidak hanya terjadi dalam 
mengadili pokok perkara saja. Yaitu, dalam mengadili tuduhan perbuatan dari 
petindak atas ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang semata. Tetapi 
pembuktian juga berlaku dalam praperadilan yang bertujuan memeriksa atas 
kesalahan “due process of law” yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
upaya paksa terhadap si calon atau tersangka itu sendiri. 
Ada empat hal yang relevan terkait konsep pembuktian: Pertama, suatu bukti 
haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti 
tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu 
peristiwa. Kedua, suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya 
suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Ketiga, hal yang disebut 
sebagai exclusionary rules. Dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah 
exclusionary discretion. Phyllis B. Gerstenfeld memberi definisi exclusionary rules 
sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh 
secara melawan hukum.  Keempat, dalam konteks pengadilan , setiap bukti yang 
relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.  
Paling tidak, ada enam hal yang penting dibahas terkait dengan parameter 
pembuktian, masing-masing adalah bewijstheorie, bewijsmiddelen, bewijsvoering, 
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Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar 
pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama adalah 
positief wettelijk bejistheorie yang mana hakim terikat secara positif kepada alat 
bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah 
menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengn alat-alat bukti yang disebut dalam 
undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. 
Positief wettelijk bejistheorie ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh 
karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata 
adalah kebenaran formal. Artinya, kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti 
semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut , 
hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang 
diajukan oleh para pihak. 
Kedua, conviction intime yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam 
menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada 
keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan 
yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan 
putusan. 
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Salah satu negara di dunia yang menggunakan conviction intime dalam 
persidangan perkara pidana adalah Amerika. Hakim di Amerika adalah unus judex 
atau hakim tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa, 
melainkan juris-lah yang menentukan.  
Kendatipun demikian, hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara 
memiliki hak veto. Dalam suatu titik yang paling ekstern, seandainya semua juri 
mengatakan terdakwa bersalah, namun hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat 
membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya jika semua juri mengatakan 
terdakwa bersalah , namun hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat 
menjatuhkan pidana. 
Jumlah juri dalam pengadilan Amerika berkisar antara 11 sampai dengan 15 
juri, kecuali untuk kasus serius, dalam pengertian melibatkan pejabat negara atau 
kasus tersebut mendapat sorotan masyarakat, kasus tersebut dinilai oleh grand juri 
yang terdiri dari 23 orang. Selama persidangan, para juri diisolasi agar mereka tidak 
menerima pengaruh dari luar, seperti publisitas tentang kasus tersebut. Para anggota 
juri tinggal di hotel dan hanya memiliki akses ke berita-berita yang telah disensor. 




Ketiga, conviction raisonee. Artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan 
hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini, hakim  diberi 
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kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam 
konteks hukum acara pidana di Indonesia, conviction raisonee digunakan dalam 
persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan 
perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum 
untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa 
penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan. 
Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk 
Indonesia , adalah negatief wettelijk bewijstheorie. Dasar pembuktian menurut 
keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara 
negatif secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP yang 
menegaskan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuai apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya.” 
2. Bewijsmiddelen 
Bewijsmiddelen adalah alat alat bukti yang digunakan untuk membuktikan 
telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti , 
akan diatur dalam hukum acara. Dalam buku IV Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa, alat bukti tercantum 
dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Secara eksplisit dikatakan, alat-alat bukti terdiri atas: 
bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan,  pengakuan, 
sumpah dan segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan. 
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Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan 
sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan Pasal 184 
KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah : 
a. Ketererangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa 
 
3. Bewijsvoering 
Secara harfiah bewijsvoering diartikan sebagai penguraian bagaimana 
menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang 
cenderung menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidananya, 
perihal bewijsvoering ini cukup mendapatkan perhatian.
 14
  
Dalam due process model, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi 
manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh 
pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara 
yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah unlawful legal evidence.  
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 Eddy OS. Hiariej, 2012, Op.Cit, Hlm 50. 
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Bewijsvoering ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat 
formalistik. Konsekuensi selanjutnya sering kali mengesampingkam kebenaran dan 
fakta yang ada. 
 
4. Bewijslast 
Bewijslast atau burden of proof  adalah pembagian beban pembuktian yang di 
wajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. 
5. Bewijskracht 
Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing 
alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut 
merupakan otoritas hakim.  
Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang 
satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang 
diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang 
disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah 
pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak. 
6. Bewijs Minimum 
Secara sederhana, bewijs minnimum adalah bukti minimum yang diperlukan 
dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara 
pidana di Indoneisa, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus 
ada dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 
KUHAP. 
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D. Due Process of Law dalam Asas Pembuktian 
Due process of law di artikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan 
oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Due process lahir dari 
amandemen ke-5 dan 14 konstitusi Amerika untuk mencegah penghilangan atas 
kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum.  
Due process menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan terhadap 
individu. Setiap prosedur dalam due process menguji dua hal, yaitu:
 15
 (a) Apakah 
penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka 
tanpa prosedur; (b) Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh 
sudah sesuai dengan due process.  
Dalam sistem peradilan pidana, Hebert L. Packer  selain memperkenalkan 
due process model, juga memperkenalkan crime contorl model. Kedua model 
tersebut memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dam presumption 
of guilty  sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka 
dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Model ini di ibaratkan 
seperti sebuah bola yang sedang digelinding dan tanpa penghalang. 
Sementara itu, due process model memiliki karakteristik menolak efisiensi, 
mengutamakan kualitas dan presumtion of innoncence sehingga peranan panasihat 
hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang 
yang tidak bersalah. Model ini diibaratkan seperti seorang yang sedang melakukan 
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lari gawang. Kedua model tersebut memiliki nilai-nilai yang bersaing tapi tidak 
berlawanan. 
Dalam kaitannya dengan pembuktian, due process of law  memiliki hubungan 
erat dengan masalah bewijsvoering, yaitu: cara memperoleh, mengumpulkan, dan 
menyampaikan bukti sampai kepengadilan. Tidak jarang hal-hal yang bersifat 
formalistik mengenyampingkan kebenaran materiil.  
Di negara-negara yang menjunjung tinggi due process of law. Maka dalam 
hukum acaranya, perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang 
aparat negara mendapat perhatian khusus. 
E. Antara Habeas Corpus dan Praperadilan 
Istilah habeas corpus berasal dari bahasa Romawi yang berarti “menguasai 
diri orang”, dan di dalam hukum Anglo Saxon, lembaga ini merupakan suatu 
lembaga kontrol terhadap terjadinya suatu penahanan.
16
 
Pada dasarnya hak kebebasan pribadi telah dijamin di dalam Undang-Undang 
Amerika Serikat. Demikian pula oleh negara-negara Anglo Amerika lainnya. Bahwa 
apabila terjadi suatu penahanan, maka haruslah jelas dasar penahanan terhadap orang 
tersebut. Sehingganya, habeas corpus merupakan suatu jaminan serta pengamanan 
kemerdekaan pribadi melalui proses prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka 
yang dapat dipergunakan oleh siapapun juga. 
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Suatu perintah habeas corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan, dialamatkan 
kepada pihak yang sedang menahan orang tersebut (yang sedang menguasai orang 
tersebut) dan dikeluarkannya surat perintah habeas corpus berasal dari orang yang 
ditahan tersebut ataupun wakilnya. 
Bunyi dari surat perintah habeas corpus tersebut adalah: “si tahanan berada 
dalam penguasaan saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan 
serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya.” 
Selanjutnya, lembaga habeas corpus ini tidak hanya ditujukan kepada 
penahanan yang terjadi dalam hubungannya suatu tindak pidana saja, akan tetapi 
terhadap penahanan apapun yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan 
pribadi seseorang yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga dengan 
demikian maka surat perintah habeas corpus merupakan suatu surat angket (write of 
inquiry) untuk menentukan peritiwa hilangnya kemerdekaan seseorang tanpa dasar 




Surat perintah ini merupakan warisan dari Inggirs yang tercantum dalam 
Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang memberikan jaminan  
bahwa “habeas corpus tidak akan dihilangkan kecuali diperlukan untuk keselamatan 
masyarakat umum.” 
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Habeas corpus ditemui pula dalam sistem hukum negara lain seperti di 
Jepang, yang walaupun menganut sistem hukum sipil (civil law) telah mengadakan 
habeas corpus berdasarkan Undang-Undang khususnya. Demikian pula hebeas 
corpus ini juga ditemui dalam hukum acara pidana negara Muangthai. 
Prinsip dasar habeas corpus tersebut adalah bahwa di dalam masyarakat yang 
beradab, pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang, sehingga 
pemerintah harus bertanggung jawab baik kepada seseorang yang hilang 
kemerdekaannya, baik kehilangan kemerdekaannya itu yang berhubungan dengan 
suatu peristiwa tindak pidana, maupun sebab kehilangan kemerdekaan lainnya. 
Fungsi habeas corpus ini, adalah memberikan suatu upaya hukum yang cepat 
dan tepat dalam hal hilangnya kemerdekaan seseorang dengan dasar yang tidak dapat 
diterima oleh standar-standar masyarakat, sehingga kalaupun ada seseorang yang 
merasa kehilangan kemerdekaannya dan tidak ditunjukkan dasar penahannya dengan 
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, maka orang tersebut harus segera 
dilepaskan. Dalam pengembangannya, surat perintah habeas corpus ini telah menjadi 
suatu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik ditingkat federal 
maupun di negara bagian Amerika Serikat. 
Apabila kita bandingkan dengan praperadilan di Indonesia, maka 
persamannya terletak pada wewenang untuk menguji keabsahan suatu penahanan 
terhadap seseorang. Sehingganya, baik praperadilan maupun habeas corpus, kedua 
lembaga itu mempunyai wewenang untuk menguji keabsahan suatu penahanan. 
Kendatipun demikian, harus diselidiki sejauh mana persamaan pengujian keabsahan 
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penahanan yang dipakai sebagai dasar; apakah dalam praperadilan ditinjau dasar 
penahanan sampai pada “probable cause” seperti halnya pengujian dasar penahanan 
seseorang di Amerika Serikat.  Sedangkan, apabila kita melihat perbedaan antara 
praperadilan di Indonesia dengan lembaga habeas corpus, yaitu: Pertama, terletak 
pada hakim yang mengadilinya. Pada praperadilan hakim yang mengadili adalah 
hakim praperadilan yang memeriksanya sebelum sidang biasa dipengadilan, 
sedangkan pada habeas corpus hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan 
dan juga sebagai suatu sidang biasa, dan tidak perlu sebelumnya dilaksanakan sidang 
terhadap perkaranya, ataupun sidang yang biasa, artimya habeas corpus permohonan 
diajukan ke pengadilan, dan disidangkan oleh hakim pengadilan tersebut. 
Kedua, adalah bahwa dalam praperadilan perihal wewenang menguji 
keabsahan suatu penahanan hanyalah atas adanya suatu penangkapan ataupun 
penahanan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan upaya paksa dalam suatu 
acara pidana, sedangkan permohonan dikeluarkannya surat perintah habeas corpus 
ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penahanan. Dengan demikian 
diketahui bahwa habeas corpus tidak hanya dapat dipakai untuk menguji suatu 
penahanan di penjara atau rumah tahanan, yang berhubungan dengan perkara 
kriminil, akan tetapi juga dipakai untuk menguji keabsahan penempatan seseorag 
seceara sipil, umpanya penempatan seseorang di dalam rumah sakit jiwa, rumah 
pembinaan remaja yang nakal, atau rumah pembinanan korban narkotika atau korban 
minuman keras. 
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Ketiga atau yang terakhir, yaitu: bahwa habeas corpus dapat juga dipakai 
untuk mengajukan pertanyaan mengenai sah atau tidaknya jumlah uang jaminan 
yang yang telah ditentukan atau mengenai syarat ekstradisi dan untuk menanyakan 
keadaan penahanan, meskipun pelepasan dari tahanan itu tidak dicari ataupun tidak 
beralasan. 
Dalam praktiknya di negara civil law, habeas corpus juga dapat dipakai untuk 
meninjau keabsahan suatu penahanan atau menanyakan apakah peradilan militer 
mempunyai wewenang atas diri seseorang, bahkan dapat pula dipakai sebagai 
penguji sah atau tidaknya perintah deportasi atas perintah imigrasi.  
Dengan demikian keberlakuan habeas corpus tidak seperti dalam 
praperadilan yang ruang lingkupnya pada hukum acara pidana, sebab habeas corpus 
mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, baik dalam hukum acara pidana maupun 
pada hak-hak sipil warganya yang berhubungan dengan hak kebebasan seseorang 























A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  
yuridis/normatif.
18
 Yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap ketentuan 
praperadilan yang terdapat dalam KUHAP dan sekaligus inventarisasi putusan  
praperadilan khusus keabsahan penetapan tersangka sebagai objek 
praperadilan. 
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 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Hlm.181. 
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2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kota 
Makassar. Dengan pengkhusuan lokasi pada Pengadilan Negeri Makassar dan 
Polrestabes Makassar. Alasan tempat ini dijadikan sebagai lokasi penelitian 
oleh karena di Pengadilan Negeri Makassar sudah mengadili perkara 
praperadilan yang objek atas sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan 
oleh Penyidik Kepolisian. 
B. Metode Pendekatan  
1. Pendekatan yuridis, yaitu: suatu cara/metode yang digunakan melalui 
inventarisasi ketentuan praperadilan, dengan tujuan untuk mendapatkan 
ketentuan yang tidak sinkron atas bertambahnya objek praperadilan dalam 
hal keabsahan penetapan tersangka; 
2. Pendekatan konseptual, yaitu suatu pendekatan yang melakukan 
penemuan hukum dengan jalan interpretasi sebagai konsekuensi lebih 
lanjut penetapan tersangka menjadi objek praperadilan. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik 
yang diperoleh melalui hasil penelusuran website untuk putusan 
praperadilan maupun data yang diperoleh dari sejumlah hakim maupun 
penyidik kepolisian yang sudah pernah menangani permohonan 
praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka di Pengadilan Negeri 
Makassar. Dengan demikian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah semua aparat penegak hukum yang sudah pernah terlibat dalam 
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permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. 
Sedangkan penarikan sampel yang dilakukan dengan tekhnik purposive 
sampling, maka selanjutnya yang menjadi sampel dengan melalui 
pemilihan 4 orang yang penegak hukum, yang masing-masing terdiri dari 
1 orang hakim pengadilan dan 3 orang Penyidik Kepolisian; 
2. Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai data pendukung data 
primer yang diperoleh dari berbagai litertur yang relevan dengan objek 
praperadilan. Data sekunder tersebut diantaranya: buku, jurnal, karya 
ilmiah, Koran dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan 
dalam penelitian ini. 
 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini diperoleh 
dengan berbagai cara yaitu: 
1. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada responden 
berdasarkan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, dengan 
tujuan untuk memperoleh pendapat hukum responden atas lahirnya objek 
praperadilan penetapan tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; 
2. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian terhadap 
pandangan penyidik kepolisian dan hakim praperadilan yang sedang, atau 
telah menangani permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan 
tersangka di pengadilan Negeri Makassar; 
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3. Dokumentasi yaitu pengambilan data dari lokasi penelitian melalui 
pengidentifikasian putusan praperadilan yang telah diputu inkra oleh 
Pengadilan Negeri Makassar. 
F.  Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi data ialah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu, sehingga tergambarkan 
jawaban dari permasalahan hukum yang disebabkan oleh penambahan 
objek praperadilan tersebut. 
2. Penyajian data ialah menampilkan data secara deskriptif sehingga 
tergambarkan pendapat hukum responden atas sifat pembedaan objek 
praperadilan baik sebelum maupun setelah putusan Mahkamah Konstitusi. 
3. Pengambilan kesimpulan ialah mencari jawaban sederhana, sistematik, 
dan jelas berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan secara 
deskriptif . 
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik 
pengolahan data kualitatif yang dilakukan melalui pendeskripsikan hasil penelitian 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Objek Praperadilan Sebelum Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor:  21/PUU-XII/2014 
Dalam hukum pidana Islam telah dikenal postulat hukum: “sesuatu perbuatan 
atau sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai jarimah kecuali adanya nas 
yang jelas dan yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila 
tidak ada nas yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman atas 
pelakunya.”  
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Pada postulat di atas, perhatikan frasa ““nas yang jelas dan yang melarang 
perbuatan”. Frasa ini memiliki kedalaman makna  “bahwa tidak ada jarimah 
(pidana) dan tidak ada hukumannya kecuali dengan suatu nas.” 
Selanjutnya, dalam hukum positif (hukum pidana) kita yang kental 
mengadopsi sistem “Hukum Eropah Kontinental” juga menganut hal yang sama 
dengan postulat yang berlaku dalam hukum pidana Islam. Hal tersebut dapat dilihat 
dari salah satu asas legalitas yang dikemukakan oleh Paul Johan Anselm von 
Feurbach:
19
 “Nullum Crimen Sine Poena Legali (tiada perbuatan pidana tanpa 
pidana menurut Undang-Undang).” 
Sejalan dengan itu, Eddy OS. Hiariej menkonkretkan asas yang dikemukakan 
oleh Feurbach tersebut. Eddy OS. Hiariej mengemukakan:
20
 
“Frasa Nullum Crimen Sine Poena Legali (tiada perbuatan pidana tanpa 
pidana menurut Undang-Undang) adalah suatu kalimat negatif. Jika kalimat 
tersebut dipositifkan, bunyinya: semua perbuatan pidana harus dipidana 
menurut Undang-Undang. 
Masih menurut Eddy OS  Hiariej,
21
 mengemukakan “bahwa dengan asas 
tersebut menunjukan kalau dalam hukum pidana formil berlaku asas legalitas: setiap 
perbuatan pidana harus dituntut menurut Undang-Undang” 
Beralih kepada masalah praperadilan, oleh karena Praperadilan sudah 
ditempatkan ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
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20
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 Ibid.  
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Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka dengan sendirinya pula praperadilan logis 
untuk dikatakan sebagai bahagian dari pada hukum pidana formil. 
Dengan demikian, kalau praperadilan adalah bagian dari pada hukum pidana 
formil dan secara mutatis mutandis juga berlaku asas legalitas dalam sistemnya. Itu 
artinya asas legalitas yang terderivasi dalam tiga asas: lex scripta, lex certa, dan lex 
stricta juga berlaku dalam hukum acara praperadilan. 
Sehingganya, ketiga asas tersebut dapat didefenisikan, yaitu: (1) Lex scripta: 
bahwa dalam penuntutan hukum acara pidana harus bersifat tertulis; (2) lex certa: 
bahwa hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas; (3) lex stricta: hukum 
acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. 
Dalam konteks objek praperadilan atau yang menjadi wewenang praperadilan, 
maka  asas lex scripta, lex certa, dan lex stricta yang telah diuraikan di atas juga 
demikian adanya dari setiap makna dalam asas tersebut berlaku untuk apa saja yang 
tertulis jelas dan ketat dalam KUHP. Itulah  menjadi objek dari pada praperadilan. 
Kendatipun demikian saat ini, Pasca Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, 
adalah objek praperadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
a quo sudah mengalami penambahan objek berdasarkan penambahan frasa dalam 
putusan a quo. Akan tetapi pertama-tama yang akan menjadi pembahasan dalam bab 
ini, yaitu objek praperadilan sebelum adanya putusan MK tersebut. Nanti pada sub 
selanjutnya akan dikemukakan pula objek praperadilan Pasca Putusan MK yang mana 
pada pemaknaan putusan itulah menjadi dasar hukum dalam ihwal pengajuan 
permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri. 
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Pada hakikatnya objek praperadilan yang termaktub dalam KUHAP sebelum 
adanya putusan MK, tergolong sederhana dan tidak sulit memaknainya, apa-apa saja 
yang menjadi objek praperadilan.  
Perihal objek Praperadilan bisa dicermati dalam uraian yang dikemukakan 
oleh Yahya Harahap. Pendapat beliau sengaja yang digunakan oleh penulis oleh 
karena dalam buku yang ditulisnya, memang belum ada Putusan MK yang sudah 
menambah objek praperadilan waktu itu. Yahya Harahap mengemukakan:
22
 
“Kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan 
memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka 
terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau 
tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang 
pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.” 
Sekalipun kemudian dari pendapat yang dikemukakan oleh Yahya Harahap di 
atas, belum ia menyebutkan salah satu objek/wewenang praperadilan. Akan tetapi 
kita tidak bisa menyatakan “objek prapreadilan berupa permohonan ganti rugi atau 
rehabilitasi” oleh Yahya Harahap tidak memasukkannya sebagai bagian dari objek 
praperadilan. Sebab dalam uraian lanjutan di bukunya, terdapat penegasan dalam bab 
tersendiri perihal “permintaan ganti rugi atau rehabilitasi sebagai objek praperadilan.” 
Untuk lebih jelasnya, agar tidak bias, maka keseluruh isi pasal yang terkait 
dengan objek praperadilan dikutip: 
Pasal 1 angka 10 KUHAP menegaskan: praperadilan adalah wewenang 
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: 
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1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; 
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya 
atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke 
Pengadilan. 
Berdasarkan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, kembali lagi 
dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP, yang menegaskan: Pengadilan Negeri berwenang 
untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang ini tentang: 
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau 
penghentian penuntutan; 
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya 
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 
Terkait dengan itu, untuk mendapat validasi atas objek praperadilan sebelum 
adanya Putusan MK a quo,sebagaimana yang terjadi dalam praktik telah diperoleh 
beberapa pernyataan yang serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yahya 
harahap di atas, dus KUHAP dengan pendapat dari penyidik kepolisian dan Hakim 
pengadilan. Berikut keterangan yang diperoleh dari masing-masing responden yang 
telah diwawancarai: 
1. Eko Purwanto (Hakim PN Makassar) mengemukakan, bahwa dalam 
Putusan MK a quo telah tegas perbedaannya, yang dulunya hanya tiga 
yang bisa menjadi objek praperadilan: sah atau tidaknya 
penangkapan/penahan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 
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penghentian penuntutan; permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Saat ini 
penetapan tersangka juga sudah menjadi objek praperadilan.
23
 
2. Adi Jaya Buluara (BA Sub.bagkum) mengemukakan, saat ini telah 




3. Rezeki SH (Bintara Sub.bagian Hukum) mengemukakan, sebelumnya 
praperadilan berdasarkan Pasal 77 – Pasal 83 KUHAP hanya mengatur 
tentang sahnya: penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan 
ganti kerugian. Sedangkan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 




4. Burhan (Kasubag Hukum) mengemukakan, 26sebelum adanya putusan MK 
adalah tidak terlalu banyak tuntutan praperadilan, dan setelah munculnya 
putusan MK maka bertambah tuntutan masyarakat supaya haknya tidak 
dilanggar penyidik Polri apabila diposisi yang benar. 
Berdasarkan 4 (empat) pendapat responden di atas, titik berat yang perlu 
dijelaskan adalah poin kedua dan ketiga. Pendapat pada poin 4 (empat) penulis tidak 
menganggap relevan hal itu untuk dikaji lebih lanjut, karena itu bukan pernyataan 
yang memiliki “legal issue”. Pun kiranya hanya bisa ditelaah lebih lanjut dari 
pendekatan sosio-legal saja. 
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Pernyataan yang mengatakan bahwa setelah adanya putusan MK, maka sah 
tidaknya penggeledahan atau penyitaan juga bahagian dari penambahan objek 
praperadilan. Dalam hemat penulis tidak sependapat dengan pendapat tersebut di atas.  
Dasar argumentasinya, yaitu: Pertama, dalam praktik sebenarnya sudah sering 
“sah atau tidaknya penyitaan atau penggeledahan” dijadikan sebagai objek 
praperadilan. Dasar hukumnya adalah Pasal 82 ayat 1 poin b dan Pasal 95 ayat 1 
KUHAP: 
Pasal 82 ayat 1 poin b menegaskan “acara pemeriksaan praperadian untuk hal 
sebagaimana dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: 
dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau 
penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, 
permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya 
penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau 
penuntutan dan ada benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian, 
hakim mendegar keterangan, baik dari tersangka atau pemohon maupun dari 
pejabat yang berwenang” 
Pasal 95 ayat 1 KUHAP menegaskan “tersangka, terdakwa, atau terpidana 
berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili 
atau karena tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang 
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.” 
Penjelasan pasal 95 ayat 1: “Yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan 
lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan 
dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan yang 
lebih lama dari pada yang dijatuhkan.” 
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Dalam Pasal di atas, perhatikan frasa yang telah digarisbawahi. Dalam tiap  
frasa: “ada benda yang disita, tindakan lain: penggeledahan dan penyitaan”, Pada 
hakikatnya dari ketentuan a quo, bahwa untuk membuktikan dapat tidaknya 
permohonan ganti rugi dalam praperadilan dikabulkan/ditolak maka tindakan 
penggeledahan dan penyitaan juga harus dibuktikan dalam praperadilan. Itulah 
hakikatnya, sungguh tetap dibenarkan kendatipun belum ada Putusan MK yang 
mempertegas hal itu, bahwa praperadilan dapat mengadili sah atau tidaknya 
penggeledahan atau penyitaan. 
Kedua, mari perhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Yahya Harahap. 
Dalam kelaziman pendapat ahli biasa disebut sebagai doktrin. Sehingga memakai 




“Sehubungan dengan adanya intervensi KPN dalam penggeledahan dan 
penyitaan dianggap tidak rasional dan bahkan kontroversial untuk menguji 
dan mengawasi tindakan itu di forum praperadilan. Tidak logis praperadilan 
menilai tepat tidaknya penggeledahan atau penyitaan yang telah diizinkan 
oleh pengadilan dalam hal ini KPN. Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak 
seluruhnya mencakup permasalahan yang mungkin timbul dalam 
penggeledahan atau penyitaan. Sebagai contoh, penyidik melakukan 
penggeledahan atau penyitaan tidak mendapatkan izin dari KPN. Ternyata 
dalam pelaksanaan menyimpang di luar batas izin yang diberikan. Kemana 
pihak yang berkepentingan meminta perlindungan. Bertitik tolak dari asumsi 
terjadinya penyimpangan di luar batas surat izin yang diberikan oleh KPN, 
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terhadap penggeledahan dan penyitaanpun dapat diajukan ke forum 
praperadilan, baik yang berkenaan denga tuntutan ganti kerugian ataupun 
yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan: 
1. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan KPN, 
mutlak menjadi yurisdiksi bagi praperadlan untuk memeriksa 
keabsahannya; 
2. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau surat 
persetujuan dari KPN, tetap dapat diajukan ke forum praperadilan, dengan 
lingkup kewenangan yang lebih sempit, yaitu: (a) Praperadilan tidak 
dibenarkan menilai surat izin atau surat persetujuan yang dikeluarkan oleh 
KPN tentang hal itu; (b) Yang dapat dinilai oleh praperadilan, terbatas 
pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut, dalam 
arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak. 
Bahwa apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap di atas, tidaklah jauh 
berbeda dengan yang pemkanaan sistematis gramatikal yang terdapat di dalam Pasal 
82 dan Pasal 95 KUHAP. Pun cara penafsirannya yang dilakukan  masih terikat 
dalam asas legalitas hukum pidana formil, yang hanya membolehkan penafsiran 
secara restriktif saja. 
Ketiga atau terakhir, sah atau tidaknya penggeledahan atau penyitaan 
merupakan objek praperadilan sebelum berlakunya Putusan MK a quo, pada intinya 
dapat disejajarkan dengan objek praperadilannya. Dasar falsfatinya penangkapan atau 
penahanan dapat diajukan permohonan praperadilan karena tindakan tersebut 
merupakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum yang memungkin terjadinya 
kesewenang-wenangan. Bahwa penggeledahan dan penyitaan juga merupakan 
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tindakan upaya paksa yang membatasi hak-hak sesorang dalam pemeriksaan yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga sudah pantas sah tidaknya 
penggeledahan atau penyitaan sebagai bagian dari objek praperadilan tanpa adanya 
putusan MK a quo. 
Selanjutnya, sebagai fokus pembahasan atas permasalahan hukum 
sebagaimana yang telah ditekankan sebelumnya dalam penelitian ini. Pada bagian ini 
juga merupakan jawaban inti dari objek praperadilan sebelum berlakunya putusan 
MK a quo. Kajian akan diuraikan satu persatu berdasarkan objek praperadilan 
sebelum Pasal in qasu dinyatakan bertentangan  dengan UUD NRI berdasarkan 
Putusan MK. 
Agar lebih gampang untuk memahaminya setiap objek praperadilan ini, akan 
diurai satu persatu syarat-syaratnya atau dengan kata lain alasan yang bisa dijadikan 
dasar bagi pemohon untuk mengajukan praperadilan. Tentunya alasan permohonan 
praperadilan tersebut terikat  dengan postulat (lex scripta, lex certa, dan lex stricta) 
berdasarkan syarat yang ditentukan dalam KUHAP. Sehingganya dalam setiap 
penguraian masing-masing objek praperadilan akan dikutip satu persatu pasal yang 
menjadi acuannya. Berikut yang menjadi objek praperadilan sebelum berlakunya 
Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014: 
1. Sah atau Tidaknya Penangkapan 
Syarat keabsahan penangkapan terikat oleh dua syarat, yaitu syarat subjektif 
dan syarat objektif. Pada hakikatnya penangkapan tidak bersifat mutlak untuk 
dilakukan oleh Penyelidik/Penyidik.  
Tujuan dari pada upaya paksa berupa penangkapan yakni untuk kepentingan 
penyelidikan dan penyidikan bagi seorang yang diduga keras melakukan tindak 
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pidana. Tujuan ini pada dsarnya menjadi syarat subjektif bagi penyelidik/penyidik 
kepolisian atau penyidik/penyidik pembantu (PPNS).  
Agar lebih jelas masing-masing syarat-syarat penangkapan tersebut, berikut 
syarat subjektif dan syarat objektif yang harus dipenuhi oleh penyelidik/penyidik 
dalam melakukan penangkapan: 
Syarat subjektif penangkapan: 
1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik 
berwenang melakukan penangkapan; 
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu 
berwenang melakukan penangkapan; 
3. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 
(Pasal 16 Juncto Pasal 17 KUHAP) 
Syarat objektif penangkapan: 
1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian RI 
dengan memperlihatkan: surat tugas serta memberikan kepada tersangka 
surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka 
dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara 
kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; 
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat 
perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera 
menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada 
kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat; 
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3. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada 
keluarganya setelah penangkapan dilakukan; 
4. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari; 
5. Pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali dalam hal ia 
telah dipanggil secara dua kali berturut-turut tidak memenuhi 
panggilan itu tanpa alasan yang sah. (Pasal 18 Juncto Pasal 19 
KUHAP). 
Dalam praktik, adakalanya Penyelidik/Penyidik melakukan penangkapan 
cenderung mengabaikan syarat objektif penangkapan. Setelah penyelidik/penyidik 
menilai syarat subjektif penangkapan, maka sudah dapat dilakukan penangkapan 
terhadap seorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana. Padahal hal 
demikian tidak dibenarkan dalam hal mengikuti prinsip due process of law dan 
prinsip aqusator yang berlaku dalam pemeriksaan. 
Idealnya, agar penangkapan tersebut tidak menimbulkan kesewenang-
wenangan bagi seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Antara syarat 
subjektif dan syarat objektif penangkapan haruslah dimaknai berlaku secara 
kumulatif. Bahkan sebaiknya syarat objektif penangkapan bagi penyelidik/penyidik 
didahulukan, lalu kepadanya bisa menarik kesimpulan kalau telah memenuhi pula 
syarat subjektif penangkapan. 
In concreto syarat penangkapan yang biasanya dijadikan alasan bagi pemohon 
praperadilan, lebih banyak pada syarat objektif penangkapan (lihat yang telah 
digarisbawahi di atas). Syarat itu diantaranya: 
1. Penyelidik/penyidik harus memperlihatkan surat tugas penangkapan 
kepada orang yang akan ditangkap; 
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2. Surat perintah penangkapan harus memuat identitas tersangka dan 
menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan 
yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; 
3. Harus disampaikan (ditembuskan) pula surat perintah penangkapan itu 
kepada keluarga yang ditangkap; 
4. Maksimal penangkapan hanya berlaku satu hari. 
Kalau ternyata oleh penyelidik/penyidik tidak memenuhi syarat-syarat 
objektif penangkapan maka pada saat itulah terdapat dalil-dalil yang kuat bagi orang 
yang ditangkap untuk mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri. 
Oleh karena penyelidik/penyidik telah melakukan penangkapan menyimpangi syarat-
syarat objektif penangkapan.  
Hal yang perlu dicermati pula dalam syarat penangkapan ini, in qasu syarat 
objektif adalah bersifat kumulatif (bukan alternatif). Harus dipenuhi semuanya oleh 
penyelidik/penyidik ketika ia melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga 
keras melakukan tindak pidana. 
Jika diperhatikan syarat-syarat objektif yang ditentukan dalam KUHAP, pada 
dasarnya syarat objektif tersebut yang harus dipenuhi oleh penyelidik/penyidk dalam 
melakukan penangkapan, tidak lain sebagai syarat yang sifatnya administratif. 
Dikatakan sifatnya administratif sebab lebih bersinggungan dengan surat keterangan 
yang harus dipenuhi (seperti: surat tugas, surat perintah penangkapan, dan tembusan 
surat kepada keluarga yang ditangkap) oleh penyelidik/penyidik yang melakukan 
penangkapan. Itulah alasan-alasan yang bisa dijadikan dalil hukum bagi pemohon 
praperadilan manakalah penyelidik/penyidik mengabaikan syarat-syarat 
penangkapan. 
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Terakhir, yang perlu dijelaskan pula dalam bagian ini, sebagai satu kesatuan 
yang terkait dengan yang dapat dijadikan alasan bagi pemohon praperadlan dalam 
tindakan penangkapan terhadap dirinya. Yaitu, syarat penangkapan yang ditegaskan 
dalam Pasal 19 ayat 2 KUHAP. Pasal a quo menegaskan: 
“Pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali dalam hal ia telah 
dipanggil secara dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu 
tanpa alasan yang sah.” 
Pasal 19 ayat 2 KUHAP tersebut, dalam praktik seringkali dijadikan alasan 
bagi pemohon praperadilan dalam mengajukan praperadilan atas berwenangnya PN 
untuk mengadili dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, padahal dugaan tindak 
pidana yang dikenakan kepadanya adalah bukan pelanggaran, tetapi kejahatan yang 
diatur dalam bab II KUHP, bukan perbuatan pelanggaran yang diatur dalam bab III 
KUHP.  
Pasal 19 ayat 2 KUHAP hanyalah bisa dijadikan dalil kuat dalam permohonan 
praperadilan kalau perbuatan yang disangkakan kepada yang sudah ditangkap oleh 
penyelidik/penyidik adalah terkualifikasi sebagai perbuatan pelanggaran. 
2. Sah atau Tidaknya Penahanan 
Untuk menguji keabsahan yang dilakukan oleh Penyidik maka seirama 
dengan tindakan penangkapan, juga tindakan penahanan dapat diuji keabsahannya 
melalui permohonan praperadilan manakalah proses penahanan tersebut tidak 
memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif penangkapan secara kumulatif. 
Selain itu, tindakan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik/penuntut/hakim  
juga tidak berlaku mutlak terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
Identik dengan sifat yang berlaku dengan penangkapan, juga berlaku relatif 
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berdasarkan penilaian penyidik. Berikut syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat 
objektif penahanan sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP: 
Syarat subjektif penahanan: 
1. Penahanan dilakukan manakalah untuk kepentingan penyidikan, penyidik 
atau penyidik pembantu atas perintah penyidik; 
2. Penuntut umum juga dapat melakukan penahanan atau penahanan lanjutan 
untuk kepentingan penuntutan; 
3. Hakim di sidang pengadilan juga dapat melakukan penahanan untuk 
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan; 
4. Penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan terhadap seorang 
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup dalam hal: adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri; merusak atau menghilangkan barang bukti; atau 
mengulangi tindak pidana. 
(Pasal 20 juncto Pasal 21 ayat 1 KUHAP) 
Syarat objektif penangkapan: 
1. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut 
umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan: surat perintah 
penahanan; atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas 
tersangka atau terdakwa; dan menyebutkan alasan penahanan; serta 
uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau 
didakwakan;serta tempat ia ditahan; 
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2. Surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus 
ditembuskan (diberikan) kepada keluarga yang ditahan. 
3. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang disebutkan 
dalam Pasal 21 ayat 4 yaitu: (a) Tindak pidana dan atau percobaan maupun 
pemberi bantuan yang ancaman hukumannya pidana penjara lima tahun atau 
lebih; (b) melakukan atau percobaan maupun memberi bantuan terhadap 
tindak pidana yang diperinci satu persatu dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b.  
(Pasal ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 KUHAP). 
Masih sama dengan keberlakuan syarat keabsahan penangkapan, dalam syarat 
penahanan ini juga berlaku syarat subjektif dan syarat objektif penahanan secara 
kumulatif. Artinya, semua syarat penahanan yang ditentukan dalam KUHAP harus 
dipenuhi oleh penyidik atau penuntut atau hakim ketika melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana. 
Dalam praktik, permohonan praperadilan atas sah atau tidaknya penahanan 
lebih banyak bersinggungan dengan syarat administrative pula, yaitu:  
1. Harus ada surat perintah penahanan; atau 
2. Penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa;  
3. Surat perintah penahanan atau penetapan hakim tersebut menyebutkan 
alasan penahanan; serta uraian singkat perkara kejahatan yang 
dipersangkakan atau didakwakan; serta tempat ia ditahan. 
4. Surat perintah penahanan tersebut harus ditembuskan (disampaikan) 
kepada keluarga yang ditahan. 
Kendatipun kemudian dalam hal penahan yang dilakukan oleh penyidik atau 
penuntut umum perihal penahan terhadap dugaan atau sangkaan atau dakwaan 
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terhadap seorang yang ditahan, oleh karena tindak pidana yang 
didugakan/disangkakan/didakwakan ternyata bukan peristiwa pidana yang diancam 
lima tahun atau lebih atau tindak pidana diluar jenis tindak pidana yang terdapat 
dalam Pasal 21 huruf b. Maka  pada sesungguhnya tindakan penangkapan tersebut 
juga bertentangan dengan Undang-Undang, yang menempatkan terhadap orang yang 
ditahan untuk mengajukan permohonan praperadlan karena tidak sahnya penahanan. 
Terakhir, yang dapat pula menjadi alasan untuk pengajuan permohonan 
praperadilan karena tidak sahnya penahanan, juga dapat dilakukan oleh orang yang 
ditahan, karena penahanannya: (a) telah melewati masa penahanan yang ditentukan 
dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29; (b) 
telah melampaui hukum yang telah dijatuhkan (Vide: penjelasan Pasal 95 ayat 1 
KUHAP). 
3. Sah atau Tidaknya Penggeledahan 
Penulis kemudian sengaja menempatkan objek praperadilan atas sah atau 
tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan  dalam tata urutan setelah 
objek praperadilan atas sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan pada 
pembahasan ini. Hal ini berbeda berdasarkan redaksi dari objek praperadilan yang 
terdapat dalam KUHAP.  
Tujuannya penempatan ini di bagian awal, yaitu: Pertama,  agar kelihatan 
jelas bahwa praperadilan ditujukan untuk membuktikan salah/tidaknya prosedur 
upaya paksa yang telah dilakukan oleh penyelidik/penyidik.  
Kedua, bahwa yang bisa melahirkan adanya permohonan praperadilan atas 
ganti rugi atau rehabilitasi pada sesungguhnya termasuk upaya paksa yang tidak 
berdasarkan KUHAP. Artinya, dengan menempatkan semua objek praperadlan atas 
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keabsahan upaya paksa juga bisa dilihat secara cermat konskuensi hukumnya 
permohonan praperadilan berupa tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi memiliki 
sandaran hukum untuk dikabulkan oleh hakim praperadilan. 
Penulis telah menguraikan sebelumnya, bahwa penggeledahan secara implisit 
dalam KUHAP sudah menjadi objek praperadilan. Sehingganya, tidak perlu lagi 
diulang perihal dasar argumentasinya penggeledahan terintegrasi sebagai objek 
praperadilan. 
Pada hakikatnya jenis-jenis penggeledahan terbagi dalam dua jenis, yaitu 
penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah suatu 
tindakan dari penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup 
lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan 
sesuai dengan Undang-Undang (Pasal 1 angka 17 KUHAP). Sedangkan 
penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan 
badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras pada 
badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18). 
Perihal yang bisa dijadikan dalil hukum bagi pemohon praperadilan atas 
tindakan penggeledahan yang dilakukan kepadanya, untuk menguji keabsahannnya. 
Yakni dengan terjadi kesalahan prosedur atau syarat yang harus dilakukan oleh 
penyidik dalam melakukan penggeledahan. 
Oleh karena penggeledahan terbagi pada dua keadaan, yaitu penggeledahan 
rumah dan penggeledahan badan. Maka alasan yang bisa dijadikan sebagai dasar 
permohonan praperadilan atas sah atau tidaknya penggeledahan adalah tergantung 
dari keadaan penggeledahan tersebut dus syarat-syarat penggeledahannya. Berikut 
diuraikan syarat-syarat penggeledahan tersebut: 
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Penggeledahan rumah, model penggeledahan ini masih terbagi lagi dalam dua 
keadaan, yaitu penggeledahan dalam keadaan normal dan penggeledahan 
dalam keadaan mendesak. Syarat-syarat  dari pada penggeledahan rumah 
dalam keadaan normal hanya sah dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
1. Dengan surat izin ketua Pengadilan negeri; 
2. Dengan surat perintah tertulis dari penyidik; 
3. Setiap memasuki rumah harus disertai dua orang saksi dalam hal tersangka 
atau penghuni menyetujuinya; 
4. Disaksikan oleh Kepala Desa, atau Ketua Lingkungan dalam hal tersangka 
atau penghuni menolak atau tidak hadir; 
5. Membuat berita acara yang tembusannya disampaikan kepada 
pemilik/penghuni rumah dalam waktu dua hari setelah penggeledahan. 
Berlanjut pada jenis penggeledahan dalam keadaan mendesak. Penggeledahan 
dalam keadaan mendesak adalah suatu penggeledahan yang dilakukan oleh 
penyidik bila mana di tempat yang akan digeledah diduga keras tersangka atau 
terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi 
tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatrkan segera dimusnahkan, 
sedangkan surat izin ketua pengadilan tidak mungkin diperoleh dengan cara 
yang layak dalam waktu yang singkat (Penjelasan Pasal 34 ayat 1 KUHAP). 
Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penggeledahan rumah dalam 
keadaan mendesak bagi penyidik yang hendak, akan, dan setelah melakukan 
penggeledahan, diantaranya: 
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1. Penggeledahan harus dilengkapi dengan surat penggeledahan yang 
ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik tanpa 
surat izin ketua pengadilan negeri setempat terlebih dahulu dan wajib 
menunjukan tanda pengenalnya kepada tersangka dan atau keluarganya 
(Pasal 125 KUHAP); 
2. Setelah dilakukan penggeledahan penyidik wajib membuat berita acara 
penggeledahan dan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
setempat tentang pelaksanaan penggeledahan untuk memperoleh 
persetujuan penggeledahan (Pasal 33 ayat 2 KUHAP); 
3. Penggeledahan dilaksanakan dengan wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW 
atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung 
jawab/menguasai tempat tersebut (Pasal 126 ayat 2 KUHAP); 
4. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan randa 
tangannnya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan 
alasannya (Pasal 127 ayat1 KUHAP). 
Beralih kepada penggeledahan badan. Dintara syarat-syarat penggeledahan 
badan sebagai berikut: 
1. Penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang 
dibawanya serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup 
bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita; 
2. Hanya penyidik saja yang berwenang melakukan penggeledahan badan, 
termasuk penggeledahan pakaian dapat dilakukan olehnya. (Pasal 37 
KUHAP) 
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Bahwa apa yang menjadi syarat-syarat penggeledahan di atas sebagai 
prosedur penggeledahan yang mengikat bagi penyidik, andaikata terdapat satu saja, 
dua, apalagi lebih dari dua prasyarat itu disimpangi. Maka pada konteks itulah 
tersangka atau calon tersangka yang sudah digeledah dapat mengajukan permohonan 
praperadilan atas sah atau tidaknya proses penggeledahan tersebut. 
Sebagai contoh kasus, pada saat dilakukan penggeledahan rumah oleh 
penyidik ternyata tidak memiliki surat tugas penggeledahan, dan setelah diadakan 
penggeledahan, juga tidak disampaikan berita acara penggeledahan tersebut kepada 
pemilik/penghuni rumah dalam waktu dua hari setelah penggeledahan. Di sinilah 
domainnya kemudian si pemilik rumah tersebut, entah pemiliknya adalah “tersangka” 
sendiri ataupun orang lain yang bukan terkait dengan dugaan peristiwa tindak pidana 
dalam proses penggeledahan rumah itu, juga dapat mengajukan permohonan 
praperadilan atas tidak sahnya penggeledahan. 
Patut menjadi catatan dalam menguji keabsahan penggeledahan ini melalui 
forum praperadilan. Yakni pada penggeledahan badan, masih terdapat syarat-syarat 
yang tidak tercantum dalam KUHAP tersebut. Padahal persyaratan itu penting untuk 
yang digeledah badan dan/atau pakaiannya dalam mempertahankan hak-haknya. 
Persyaratan yang dimaksud dalam hal ini adalah: seharusnya dalam ketentuan a quo 
ada syarat penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap wanita dilakukan oleh 
polisi wanita atau wanita yang diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik 
pembantu.
28
 Atau dalam syarat yang sederhana bisa juga memuat ketentuan 
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“penggeledahan yang dilakukan oleh petugas pelaksana wajib mengindahkan norma-
noma keagamaan, adat istiadat, kesusilaan dan sopan santun.” 
 
 
4. Sah atau Tidaknya Penyitaan 
Pada waktu pembahasan tindakan upaya paksa penggeledahan di atas sudah 
disinggung sebagian tindakan penyitaan. Bahwa salah satu tujuan dilakukannya 
penggeledahan rumah, petugas pelaksana juga dapat melakukan penyitaan. 
Akan tetapi, sungguhpun kemudian penyitaan bisa dikatakan bagian dari 
tahapan penggeledahan. Penyitaan juga dapat dilakukan oleh petugas pelaksana 
dalam hal ini penyidik tanpa melalaui proses penggeledahan. Rata-rata kejadian yang 
seperti ini banyak terjadi dalam tindak pidana yang keadaannya sedang tertangkap 
tangan. 
Pasal 1 butir 16 KUHAP menegaskan “penyitaan adalah serangkaian tindakan 
penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 
Ihwal penyitaan yang dilakukan oleh penyidik ini sebagaimana yang 
ditentukan dalam KUHAP terdapat pula kesamaan keadaannya dengan tindakan 
penggeledahan. Yakni terbagi dalam bentuk penyitaan dalam keadaan normal dan 
penyitaan dalam keadaan mendesak. Selain itu masih ada juga penyitaan dalam 
keadaan tertangkap tangan dan penyitaan di luar daerah hukum penyidik. 
Pada bagian upaya paksa ini, hanya akan dikemukakan syarat penyitaan dalam 
keadaan normal dan dalam keadaan mendesak saja. Sebagimana lazimnya pada 
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konteks penyitaan ini sering muncul kasusnya dalam praktik. Syarat penyitaan dalam 
keadaan biasa dintaranya: 
1. Penyitaan dilaksanakan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri 
setempat (Pasal 38 ayat 1 KUHAP); 
2. Setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Ketua PN, selanjutnya 
penyidik sebelum melakukan penyitaan wajib menunjukan tanda pengenal 
kepada orang yang menguasai benda yang disita (Pasal 128 KUHAP); 
3. Penyidik wajib menunjukan benda yang disita kepada orang dimana benda 
tersebut disita atau keluarganya disertai permintaan keterangan benda 
yang akan disita, dengan disaksikan kepala desa/lurah/ketua RW/ketua RT 
dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1 KUHAP); 
4. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan di hadapan 
orang dari mana benda tersebut disita atau keluarganya dengan disaksikan 
kepala desa/lurah/ketua RW/Ketua RT dan dua warga setempat, kemudan 
ditandatangani oleh penyidik dan orang yang menguasai benda yang disita 
atau keluarganya atau serta tiga orang saksi (Pasal 129 ayat 1 KUHAP); 
5. Apabila orang yang menguasai benda yang disita atau keluarganya 
menolak untuk membubuhkan tandatangannnya pada berita acara 
penyitaan, maka harus dicatat oleh petugas pelaksana dalam berita acara 
penyitaan dengan menyebutkan alasannya; 
6. Penyidik menyampaikan salinan berita acara penyitaan yang telah ditanda 
tangai oleh para pihak (Pasal 129 ayat 2 KUHAP) kepada atasan penyidik 
dan kepada orang dari mana benda tersebut disita atau kepada keluarganya 
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serta kepada kepala desa/lurah/ketua RW/Ketua RT (Pasal 129 ayat 4 
KUHAP); 
 
Sedangkan untuk penyitaan dalam keadaan mendesak syarat-syarat yang 
berlaku bagi petugas pelaksana, yaitu: 
1. Penyidik dapat langsung melakukan penyitaan tanpa melalui izin ketua PN 
dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak; 
2. Setelah penyitaan tersebut dengan segera penyidik wajib menlaporkan kepada 
ketua PN setempat guna memperoleh persetujuannya; 
Selain syarat-syarat penyitaan yang dikemukakan di atas, penting pula pada 
uraian ini  untuk mencantumkan perihal syarat penyitaan yang terkait dengan objek 
yang disita.  
Pentingnya syarat ini oleh karena bisa pula menjadi penyebab sehingga 
penyidik dianggap sewenang-wenang dalam penyitaannya, manakalah menyita benda 
yang tidak ada hubungannya dengan sangkaan dari tindak pidana itu. Dan tentu 
konsekuensi hukumnya, si penyidik yang bertugas sebagai penyita pada waktu itu 
bisa dijadikan sebagai termohon dalam pengajuan praperadilan. Pasal 39 menegaskan 
bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 
1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkan; 
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana; 
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4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; 
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang dilakukan. 
Dalam praktik, lazimnya yang sering menjadi alasan atas tidak sahnya 
penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik berwenang. Yakni karena 
ketidakcermatan penyidik melakukan penyitaan terhadap objek/benda yang tidak ada 
hubungannya sama sekali dengan peristiwa pidana. Dan ternyata benda yang disita 
tersebut bukanlah milik tersangka.  
Sehingganya pada kejadian ini, nyatalah bahwa tidak selamanya tersangka 
atau keluarga tersangka saja yang bisa mengajukan permohonan praperadilan atas 
tidak sahnya penyitaan. Akan tetapi pihak ketiga pun yang berkepentingan akan hak-
haknya  dengan objek yang disita juga dapat mengajukan permohonan praperadilan 
atas tidak sahnya tindakan penyitaan tesebut. 
5. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan 
Perbedaan mendasar yang perlu ditekankan dalam objek praperadilan atas sah 
atau tidaknya penghentian penyidikan, termasuk pula objek praperadilan dalam 
keadaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Yakni, pada kedua objek 
praperadilan tidak dapat diajukan oleh tersangka atau kuasa hukumnya. Akan tetapi 
yang bisa mengajukan permohonan praperadilan, adalah penuntut umum pada 
penghentian penyidikan, dan penyidik yang dapat mengajukan permohonan 
praperadilan pada penghentian penuntutan. 
Kalau hanya mengacu pada siapa yang berhak mengajukan permohonan 
praperadilan antara sah atau tidaknya penangkapan/penahan dengan sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan/penuntutan. Bisa saja ditarik kesimpulan awal bahwa letak 
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perbedaan diantara dua objek praperadilan tersebut yakni pada sifat pengawasan yang 
melekat pada masing-masing objek praperadilan itu.  
Dikatakan kalau objek praperadilan atas sah atau tidaknya 
penangkapan/penahanan tujuan hakiki dari praperadilan dalam konteks ini, yaitu 
sebagai pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang sifatnya vertikal. Berbeda 
halnya dengan objek praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan/penuntutan. Yaitu masing-masing lembaga/aparat penegak hukum bisa 
saling memvalidasi kewenangan yang diberikannya berdasarkan KUHAP. 
Sehingganya kalau misalnya terjadi penghentian penyidikan, maka penuntut umum 
dapat mengajukan praperadilan atas tidak sahnya penghentian penyidikan. Demikian 
juga sebaliknya.  Dalam konteks ini sifatnya pengawasannya adalah pengawasan 
horizontal. 
Dalam hemat penulis, tidak sepakat kalau dalam menguji keabsahan 
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagai bentuk pengawasan 
horizontal. Saat ini pendapat demikian tidak dapat lagi dipertahankan.  
Dasar argumentasinya: Pertama, berdasarkan bunyi Pasal 80 KUHAP 
menegaskan: “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau 
pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua PN dengan menyebutkan alasannya.” 
Memang pada pasal a quo frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” tidak ada 
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“Secara logika pada setiap terjadi peristiwa pidana, pihak ketiga yang paling 
berkepentingan di dalamnya ialah korban peristiwa pidana. Kalau begitu yang 
dimaksud pihak yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP  ialah saksi 
yang menjadi korban langsung peristiwa pidana.”  
Berdasarkan pendapat Yahya  Harahap ini, perihal saksi korban yang dapat 
pula mengajukan praperadilan atas tidak sahnya penghentian penyidikan, maka dalam 
keadaan ini bukan lagi pengawasan yang sifatnya horizontal. Akan tetapi kembali 
menjadi pengawasan yang sifatnya vertical. Perbedaannya dengan objek praperadilan 
atas sah tidaknya penangkapan/penahan, hanya pada pihak yang memiliki legal 
standing untuk mengajukan praperadilan.  
Dalam kondisi demikian, sungguh telah terjadi pengujian hak-hak antara 
korban peristiwa pidana dengan pengujian dari orang yang disangka sebagai pelaku 
tindak pidana. Mana yang lebih diutamakan pada poin ini? Hematnya, semua 
tergantung pada prinsip reasonal doubt  atau pencarian kebenaran materil yang 
berlaku dalam hukum pidana formil. 
Kedua, pasca Putusan MK Nomor: 76/PUU-X/2012 perihal penghentian 
penyidikan maka frasa “pihak ketiga” yang terdapat dalam Pasal 81 KUHAP. Sudah 
semakin mempertegas kalau bukan hanya saksi korban yang dapat menguji 
keabsahan penghentian penyidikan/penghentian penuntutan, tetapi termasuk LSM 
dan ormas masyarakat lainnya. Lengkapnya dalam putusan a quo ditegaskan: 
“Interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas 
pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat 
luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki 
kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan 
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umum  (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau 
Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah 
instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana.” 
Dengan berdasarkan putusan MK a quo, apakah LSM/Ormas dapat 
disejajarkan dengan penyidik/penuntut umum. Hemat penulis, tidak dapat 
disejajarkan, sebab LSM bukan lembaga dalam (internal) jabatan publik. 
Sehingganya,  pada permohonan praperadilan yang diajukan oleh LSM atas tidak 
sahnya penghentian penyidikan/penuntutan, lebih tepat untuk dikatakan kalau 
pengawasan vertikal pula. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari semua argumentasi di atas, bahwa 
praperadilan tidak hanya untuk melindungi hak-hak seorang yang diduga keras 
sebagai pelaku tindak pidana atas perlakuan aparat penegak hukum yang undue 
process of law. Tetapi praperadilan juga bertujuan untuk melindungi tindakan 
penegak hukum yang bisa melanggar hak-hak sikorban terpidana. Baik itu hak bagi 
sakasi korban tindak pidana misalnya, maupun hak yang menyangkut kepentingan 
umum, akibat peristiwa pidana itu dihentikan tidak sesuai dengan hukum (undue to 
law). 
Mari kita tinggalkan sifat pengawasan yang melekat dalam objek 
praperadilan. Sekarang, apakah yang menjadi syarat atau alasan sehingga penehentian 
penyidikan dapat dijadikan sebagai objek praperadilan? Untuk menjawab pertanyaan 
ini, maka terlebih dahulu akan dikutip secara lengkap Pasal 109 ayat 2 KUHAP: 
“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena: tidak terdapat cukup 
bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana 
 84 
atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan 
hal kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.” 
Ketentuan a quo memang kelihatan dikhususkan dalam proses pelimpahan 
perkara dari penyidik ke penuntut umum. Tetapi terdapatnya frasa “menghentikan 
penyidikan karena:…” berarti kalimat selanjutnya merupakan syarat sehingga 
dibenarkannya penghentian penyidikan: 
1. Tidak terdapat cukup bukti; 
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; 
3. Penyidikan dihentikan demi hukum 
Syarat penghentian penyidikan di atas berifat alternatif. Artinya, satu syarat 
saja yang tidak terpenuhi dalam peristiwa yang sedang dilakukan penyelidikan, maka 
sudah memenuhi syarat bagi penyidik untuk mengeluarkan surat perintah 
pemberhentian penyidikan (SPPP). 
Maka dalam kontek itu pula, andaikata penuntut umum, saksi korban, 
pengadu/pelapor, LSM/Ormas memiliki bukti akurat atas tidak sahnya syarat yang 
digunakan oleh penyidik dalam megeluarkan SPPP tersebut. Ia bisa membantah 
syarat penghentian penyidikan. Maka kepadanya tersedia forum praperadilan untuk 
menguji keabsahan penghentian penyidikan tersebut. 
Penulis ingin mengambil contoh pada syarat penghentian penyidikan karena 
“penyidikan dihentikan demi hukum” mengingat syarat ini masih membutuhkan tafsir 
gramatikal sistematis antara KUHAP dan KUHP.  
Diandaikan, penyidik mengeluarkan SPPP karena dugaan peristiwa pidana 
yang sedang diperiksanya “dihentikan demi hukum” sebab tersangkanya sudah 
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meninggal dunia. Pasal 76, Pasal 78, dan Pasal 79 KUHP pada intinya menyatakan 
penghentian penyidikan dengan alasan: 
a. Nebis in idem; 
b. Tersangka meninggal dunia; 
c. Dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa sudah daluarsa. 
Kalau saja ternyata pihak yang akan mengajukan praperadilan atas tidak 
sahnya penghentian penyidikan. Memiliki dalil kalau orang yang diduga dalam 
peristiwa pidana itu belumlah ia meninggal. Ternyata si pemohon memiliki bukti 
surat dari catatan sipil, tidak ada akta kematian dari orang yang diduga keras dalam 
tindak pidana itu. Ada saksi yang pernah melihat si terduga pelaku tindak pidana 
tersebut, bahkan keberadaannya juga diberitakan oleh beberapa media cetak dan 
media online. Besar kemungkinan dalam permohonan praperadilannya di PN, akan 
dikabulkan kalau pemberhentian penyidikan itu tidak sah. 
6. Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan 
Jika penyidikan yang biasanya dilakukan oleh Penyidik Polri dapat saja 
memberhentikan proses penyidikan dus syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-
Undang. Maka dalam proses penuntutan pun oleh Jaksa penuntut umum dapat 
memberhentikan penuntutan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam 
Undang-Undang. 
Pasal 140 ayat 2 KUHAP  mengatur tentang dapatnya penuntut umum 
memberhentikan penuntutan. Pasal a quo menegaskan: 
“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan 
karena: tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan 
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merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum 
menuangkan dalam surat ketetapan.” 
In concreto Pasal 140 KUHAP pada sesungguhnya merupakan proses 
pemeriksaan perkara sebagai bahagian dari criminal justice system. Tetapi dalam 
proses pemeriksaan perkara tersebut untuk dapat/tidaknya dilimpahkan ke pengadilan 
agar diperiksa, diadili dan diputus perihal bersalah/tidaknya seorang yang diduga 
sebagai pelaku tindak pidana, sebagai suatu proses penegakan hukum oleh penuntut 
umum dapat memberhentikan proses tersebut. 
Berdasarkan alasan penghentian penuntutan tersebut di atas yang ditegaskan 
dalam Pasal 140 ayat 2 KUHAP. Dari situlah “batu ujinya” untuk mengukur 
ketepatan pemberhentian penuntutan yang telah ditetapkan oleh penuntut umum 
melalui Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPP).  
Bahwa kalau pemberhentian penuntutan itu pada dasarnya memiliki bukti 
yang cukup, merupakan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi sebagai perkara yang 
dapat dihentikan demi hukum. Dalam syarat-syaratnya yang berlaku secara 
alternative dapat diajukan keberatan melalui forum praperadilan karena memenuhi 
objek praperadilan atas tidak sahnya penghentian penuntutan. 
Ihwal syarat penghentian penuntutan itu, pada syarat ketiga yang menegaskan 
“ditutup perkara demi hukum” harus ditafsirkan lagi secara restriktif. Cara 
penafsirannya adalah tafsir gramatikal sistematis Pasal 140 KUHAP Juncto Pasal 76, 
Pasal 77, dan Pasal 80 KUHAP. Masing-masing Pasal-pasal dalam KUHP tersebut 
memberi penegasan keadaan yang menyebabkan sebuah perkara ditutup demi hukum 
yaitu: 
a. Atas alasan nebis in idem; 
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b. Karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia; 
c. Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum ternyata telah 
daluarsa. 
Tatkalah yang menjadi alasan dari pada penuntut umum menutup perkara 
demi hukum. Berarti yang dapat dijadikan validasi keberatan penghentian penuntutan 
atas tidak sahnya penghentian penuntutan melalui pengujian keabsahan (postfactum) 
alasan nebis in idem, benarkah tersangkanya meninggal dunia, atau apakah perkara 
tersebut atas peristiwa pidananya telah memenuhi kategori daluarsa. 
Selain syarat penghentian penuntutan di atas. Sebenarnya masih ada alasan 
lain yang dapat dijadikan dasar penghentian penuntutan oleh penuntut umum, yaitu 
apa yang disebut zeponering. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam penghentian 
penuntutan karena zeponering, yaitu pengenyampingan perkara demi kepentingan 
umum, tidak bisa dijadikan alasan untuk menguji keabsahan penghentian penuntutan. 
Penjelasan Pasal 77 KUHAP secara tegas melarang hal tersebut: “Yang  dimaksud 
penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara demi kepentingan 
umum”. 
Kalau diperhatikan syarat pengenyampingan perkara demi kepentingan umum 
ini “seolah-olah” telah menyimpangi asas legalitas yang pada sesungguhnya menjadi 
“jiwa” baik dari penegakan hukum pidana materil maupun penegakan hukum pidana 
formil. Tampaknya, dalam ketentuan tersebut lebih diutamakan asas oportunitas, dari 
pada asas “equality before the law”.  
Hemat penulis perihal zeponering ini, dalam perspektif hukum pidana Islam; 
adalah kemaslahan itu jauh lebih penting diprioritaskan dari pada asas legalitas 
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dengan kepastiannya. Simak saja kisah dari Umar bin Khatab yang tidak menerapkan 
hukum potong tangan bagi pencuri dalam keadaan musim paceklik. 
7. Permintaan Ganti Rugi atau Rehabilitasi 
Objek praperadilan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi ini sengaja penulis 
tempatkan pada bagian terakhir. Dengan tujuan bahwa segala tindakan atau upaya 
paksa dan kewenangan penghentian perkara oleh penyidik atau penuntut umum bisa 
menimbulkan konsekuensi hukum dalam permintaan ganti rugi atau rehabliitasi. 
Misalnya, tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, tidak sahnya 
penggeledahan, sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan jelas-jelas 
konsekuensi hukumnya bisa menjadi alasan bagi pemohon untuk mengajukan 
praperadilan untuk meminta ganti rugi melalui putusan pengadilan. 
Demikan halnya pula dalam objek praperadilan untuk permohonan rehabilitasi 
yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya juga bersumber 
dari konsekueensi hukum atas: penangkapan yang dilakukan secara tidak sah, 
penahanan yang dilakukan secara tidak sah, penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan yang tidak sah. 
Kendatipun demikian masih terdapat alasan yang bisa menjadi dasar bagi 
tersangka untuk mengajukan permohonan ganti rugi. Alasan tersebut, yaitu karena 
dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang di dalam sidang pengadilan 
(misalnya: karena surat dakwaan batal demi hukum). Seirama dengan itu, masih 
terdapat keadaan pula yang bisa menjadi alasan bagi terdakwa untuk mengajukan 
rehabilitasi karena berdasarkan pemeriksaan pengadilan, kepadanya dijatuhkan 
putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hematnya, syarat 
permohonan ini sudah masuk pada konteks pemeriksaan pengadilan. Oleh karena itu 
 89 
penulis tidak akan membahasanya, sebab bukan lagi berbicara dalam hal objek 
praperadilan. 
Kita mulai pada pembahasan syarat pengajuan permohonan praperadilan 
dalam hal permintaan ganti rugi oleh tersangka. Pada hakikatnya pengaturan akan hal 
ini ditegaskan dalam Pasal 77 KUHAP: 
“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: 
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan; 
b. Ganti kerugian dan atau (rehabilitasi) bagi orang yang perkaranya 
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.” 
 
Lebih lanjut perihal permohonan ganti rugi ini diatur juga dalam Pasal 95 ayat 
2 KUHAP yang menegaskan: 
“Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan 
atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-
Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan 
yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri di putus di sidang 
praperadilan.” 
Jika diurai satu persatu syarat pengajuan permohonan ganti rugi di atas 
berdasarkan pasal a quo, maka terbagi-bagi syarat-syaratnya:  
1. Tidak sahnya penangkapan; 
2. Tidak sahnya penahanan; 
3. Terjadinya penghentian penyidikan; 
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4. Terjadinya penghentian penuntutan; 
5. Tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang; 
6. Kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. 
 
Dasar atau dengan kata lain dalil yang bisa diajukan dalam hal permohonan 
ganti rugi melalui forum praperadilan yang telah dipilah satu-persatu di atas. Adalah 
pada poin kelima yang masih membutuhkan penafsiran lebih lanjut.  
Apakah yang dimaksud “tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-
Undang”. KUHAP sendiri telah membatasinya makna dari frasa tersebut: bahwa yang 
dimaksud dengan kerugian karena tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh 
pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. 
Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pada pidana 
yang dijatuhkan.” 
Kalau diperhatikan dari pada dasar yang bisa dijadikan alasan permohonan 
ganti rugi melalui forum praperadilan. Tampaknya si pemohon harus mengajukan 
permohonan dua kali melalui praperadilan. Pertama, permohonan atas tidak sahnya 
upaya paksa; dan yang Kedua, yaitu permohonan untuk permintaan ganti rugi atas  
terbuktinya pengujian atas tidak sahnya upaya paksa tersebut. 
Dalam konteks itu, haruskah seorang tersangka misalnya mengajukan 
permohonan praperadilan dalam dua tahap? Pada intinya KUHAP tidak memberikan 
uraian ketentuan yang jelas tentang hal ini. Cuma secara implisit kalau dimaknai dari 
Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP yang mana dimulai dari Pasal 79 KUHAP 
hanya berdiri sendiri dalam pasal itu saja ditegaskan “permintaan pemeriksaan 
tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.” Lalu dilanjutkan pada Pasal 
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80 KUHAP “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan/penuntutan. Barulah kemudan di Pasal 81 KUHAP ditegaskan bahwa 
permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi atas tidak sahnya penangkapan atau 
penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh 
tersangka atau pihak ketiga yang berkepantingan kepada KPN dengan menyebutkan 
alasannya.  
Dengan memahami secara berturut-turut Pasal di atas, maka dari situlah bisa 
ditarik maksud dari ketentuan atas objek praperadilan atas permohonan ganti rugi. 
Yakni harus dibuktikan dulu tidak sahnya upaya paksanya atau sahnya penghentian 
penyidikan atau penuntutannya. Dengan demikian, berdasarkan maksud pasal a quo 
masing-masing, si pemohon ganti rugi atas tidak sahnya prosedur penegakan hukum 
itu haruslah mengajukan praperadilan dua kali. 
Pemaknaan Pasal 79 sd. dengan Pasal 81 di atas, ternyata berbeda dengan 
Pasal 95 ayat 2 KUHAP. Kembali penulis mengutip Pasal a quo agar tidak menjadi 
bias, berikut bunyi ketentuan tersebut: 
“Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan 
atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-
Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan 
yang perkaranya tidak diajukan ke pengadlan negeri di putus di sidang 
praperadilan” 
Perhatikanlah secara cermat ketentuan di atas, semua tindakan upaya paksa itu 
disatukan, termasuk dengan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, hingga 
permohanan ganti ruginya. In concreto pasal a quo, memliki tafsir secara implisit 
membolehkan pengajuan permohonan untuk ganti rugi atas masing-masing syarat 
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syarat yang membolehkannya dalam satu permohonan. Cukup satu kali diajukan 
secara kumulatif melalui praperadilan. 
Dalam praktik, memang lebih banyak diterapkan pada model yang 
menyatukan dua atau lebih objek praperadilan ini. untuk selanjutnya disidangkan 
melalui forum praperadilan. Metode ini pada intinya memang lebih efektif, sebab 
selain memudahkan bagi hakim untuk memeriksa syarat materil dan syarat 
administratif dari prosedur hukum tersebut. Juga  bisa mengefektifkan waktu bagi 
tersangka, agar tidak lagi tertunda-tunda untuk memperjuangkan hak-haknya yang 
telah dilanggar karena tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-
Undang. Lagi pula kumulasi objek praperadilan demikian memenuhi prinsip the 
speed administration (peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan). 
Terakhir, pembahasan untuk objek praperadlan perihal rehabilitasi tersangka 
pada poin ini tidak perlu lagi pembahasan yang terlalu banyak. Sebab pemaparan 
objek praperadilan atas permohonan ganti rugi di atas  sebenarnya sudah sebagian 
mewakili syarat-syarat pengajuan tuntutan rehabilitasi melalui praperadilan. 
Sudah dikutip di pasal di atas juga, bahwa praperadilan berwenang memeriksa 
rehabalitasi. Jenis rehabilitasi yang termasuk dalam kewenangan praperadilan 
meliputi: permintaan rehabilitasi atas tindakan penegakan hukum yang tidak sah yang 
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat 3 
KUHAP.  
Maka dengan itu, berdasarkan Pasal 97 ayat 3 KUHAP, apabila proses tingkat 
pemeriksaan perkara masih dalam taraf penyidikan atau penuntutan, lantas 
pemeriksaan dihentikan baik pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, 
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sehingga perkara bersangkutan tidak diajukan ke pengadilan, dalam peristiwa yang 
semacam itu yang berwenang memeriksa permintaan rehabilitasi adalah praperadilan. 
Persoalan permohonan rehabilitasi manakalah memenuhi syarat yang 
ditentukannya; dapatkah diajukan bersama-sama pula dengan pengujian keabsahan 
penangkapan/penahan? Dalam praktik biasanya memang digabung  kedua jenis 
permohonan tersebut dalam satu surat permohonan. Kendatipun tidak secara eksplisit 
dalam KUHAP membolehkannya.  
Di masa mendatang, dengan rencana revisi KUHAP ini, sebaiknya tata cara  
permohonan praperadilan dalam objek permohonan rehabilitasi tersangka diatur lebih 
detil lagi. Terutama pada dapatnya disatukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi 
oleh tersangka dus syarat keabsahan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi itu pada 
saat diajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri. 
B. Objek Praperadilan Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  
21/PUU-XII/2014 
Lebih baik membebaskan 10 (sepuluh) orang bersalah dari pada menghukum 
satu orang tidak bersalah. Ungkapan ini memiliki kedalaman makna yang 
menghendakai kalau dalam penegakan hukum pidana harus dilaksanakan secara hati-
hati. 
Maka dalam kehati-hatian itulah, hukum pidana menganut pencarian 
kebenaran yang sifatnya maeril. Sebuah pencarian pada kebenaran yang 
sesungguhnya, tanpa keragu-raguan sedikitpun. Itulah sebabnya pula hukum pidana 
membenarkan asas in dubio proreo: dalam keragu-raguan maka digunakan hukuman 
yang paling menuntungkan bagi terdakwa. 
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Dalam penegakan hukum pidana materil melalui hukum pidana formil, tujuan 
akhir hukum pidana dalam pencarian keebenaran materil ini bersanding dengan “asas 
legalitas” yang telah dibahas  secara panjang lebar di bab II sebelumnya. 
Dengan bertitik tolak dari sifat pencarian kebenaran materil tersebut, 
kemudian bersandar pada Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 dalam 
konsiderannya, telah menggeser syarat-syarat permohonan praperadilan berikut 
dengan setiap objeknya untuk menganut due process of model dari pada crime control 
model yang lebih dominan memperhatikan percepatan perkara dari pada pencarian 
kebenaran materil. 
Secara sosio hitoris cikal bakal lahirnya praperadilan di Indonesia banyak 
dipengaruhi dengan model perlindungan hak-hak tersangka di luar negeri (Perancis, 
Jerman, Amerika) melalui habeas corpus. Kendatipun demikian tata kelola habeas 




Salah satu perbedaan mendasarnya, adalah habeas corpus mewajibkan agar 
dalam setiap penahanan seorang tersangka haruslah didahului degan penetapan 
pengadilan. RUU KUHAP yang saat ini sedang “digodok” di DPR sebenarnya bisa 
dikatakan lebih kuat pengaruhnya model habeas corpus, sebab dalam setiap upaya 
paksa yang akan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terlebih dahulu harus 
mendapatkan izin hakim komisaris. Keberadaan hakim komisaris yang digariskan 
dalam RUU KUHAP pada intinya bertujuan untuk melakukan pengawasan 
horizontal, agar tindakan upaya paksa terhadap seorang yang diduga keras melakukan 
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tindak pidana tidak sampai melanggar hak-hak seorang yang akan atau sedang 
berstatus tersangka. 
Sejalan dengan itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga telah mengadopsi 
salah satu karakteristik yang terdapat dalam kosep habeas corpus tersebut. Yaitu; 
terhadap setiap tindakan upaya paksa yang akan dilakukan oleh penyelidik/penyidik 
atau penuntut umum tidak boleh karena alasan subjektif semata. 
Sikap permissive dari penyidik yang dulunya, kebanyakan menganut tindakan 
upaya paksa, “tangkap dan tahan dulu, nanti dibelakang dikumpulkan alat-alat 
buktinya, sehingga selanjutnya layak untuk dinyatakan berstatus tersangka.” Mindset 
ini dengan berlakunya putusan MK a quo, maka penyidik atau penuntut umum tidak 
longgar lagi dalam melakukan kesewenang-wenangan terhadap seorang yang diduga 
melakukan tindak pidana. 
Dikatakan bahwa tidak longgar lagi bagi penyidik untuk melakukan upaya 
paksa, sebab Putusan MK a quo telah melakukan pengetatan terhadap beberapa syarat 
tindakan upaya paksa.  
Kalau dulunya, sebelum KUHAP in qasu ketentuan penangkapan dan 
penahanan diuji materilkan melalaui MK, syarat tindakan upaya paksa masih terbuka 
lebar bagi penyidik untuk melakukan tafsir yang sifanya subjektif. Akan tetapi pasca 
Putusan MK a quo, syarat subjektif tindakan upaya paksa itu yang secara mutatis 
mutandis membuka tafsir subjektif bagi petugas pelaksana sudah harus dimaknai pula 
sebagai syarat objektif yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan tindakan 
upaya paksa. 
Banyak kesalahpahaman selama ini dalam menindaklanjuti putusan MK 
tersebut, terutama dikalangan penyidik yang hanya menganggap implikasi hukum 
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putusan MK, hanya pada penambahan objek praperadilan semata, yaitu penetapan 
tersangka sebagai objek praperadilan yang baru. Padahal implikasi putusan MK a quo 
juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap tindakan upaya paksa: penangkapan 
dan penahanan. 
Hal ini terbukti berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Kantor 
Kepolisian, berikut masing-masing jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara 
terhadap penyidik yang pernah terlibat sebagai termohon dalam praperadilan atas 
tidak sahnya penetapan tersangka: 
1. Burhan (Kasubag Hukum) mengemukakan: bahwa dengan adanya putusan 




2. Rezki SH  (Bintara Sub bagian Hukum) mengemukakan: sebelumnya, 
praperadilan berdasarkan Pasal 77 sd. 883 KUHAP mengatur tentang 
sahnya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan serta ganti 
rugi. Sedangkan putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 memperluas 




3. Adi jaya Baluara (Ba. Subbagkum) mengemukakan: ada tambahan objek 
praperadilan yaitu: penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan, 
dan harus ada dua alat bukti dalam menetapkan tersangka.
33
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Pendapat dari kalangan penyidik di atas, juga senada dengan pendapat yang 




 “Putusan  MK sudah jelas menambahkan penetapan tersangka sebagai objek 
praperadilan. Penetapan tersangka bisa dinyatakan tidak sah kalau tidak 
didahului degan dua alat bukti yang cukup.” 
Penulis menilai bahwa seluruh pendapat di atas, masih keliru dalam 
memaknai objek praperadilan pasca Putusan MK. Kekeliruan tersebut terjadi, sebab 
tidak memaknai kalau putusan MK a quo juga telah mengeser syarat subjektif bagi 
penyidik dalam hal melakukan penangkapan atau  penahanan menjadi syarat objektif. 
Dengan adanya penafsiran MK dalam frasa “bukti permulaan,” “bukti 
permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 KUHAP. Bahwa dari semua frasa tersebut harus 
ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP 
dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana 




Maka, penangkapan dan penahanan tidak lagi membenarkan dalam ketentuan 
a quo penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan karena syarat subjektif 
untuk kepentingan penyidikan. Akan tetapi penangkapan atau penahanan hanya 
dibolehkan jika memenuhi syarat objektif; dua alat bukti dan telah dilakukan 
pemeriksaan terhadap calon tersangka.  
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Pergeseran syarat subjektif penangkapan, dan penahanan ini menjadi syarat 
objektif, termasuk syarat demikian juga berlaku dalam penetapan tersangka. Penulis 
berpendapat kalau objek praperadilan tidak hanya menambah satu objeknya, yaitu 
penetapan tersangka saja, tetapi dalam objek praperadilan atas tidak sahnya 
penangkapan atau penahanan juga terjadi perubahan syarat-syarat dalam tindakan 
upaya paksa itu.  
Selanjutnya, objek praperadilan ini sebagai konsekuensi hukum yang 
ditimbulkan oleh Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 akan diuraikan satu persatu, 
perubahan ketentuannya sebagai implikasi hukum lebih lanjut dari Putusan MK a 
quo: 
1. Penangkapan 
Dengan memperhatikan secara cermat pengertian penyidikan dalam KUHAP, 
memang tidak dibenarkan tindakan upaya paksa dilakukan karena tafsiran subjektif 
penyidik. Pasal 1 angka 2 KUHAP menegaskan: 
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 
Pada ketentuan di atas, perhatikan frasa “mengumpulkan bukti” dan 
“membuat terang tindak pidana”. Apakah maksud dari kedua frasa tersebut? Frasa 
tersebut memiliki makna “bahwa penyidik bisa menemukan tersangka kalau ia telah 
mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana itu.” Jadi, hanyalah alat 
bukti yang bisa menunjukkan “terangnya” tindak pidana tersebut. Selain itu, tidak 
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dibenarkan penyidik untuk menafsirkan secara subjektif kalau tindak pidananya telah 
menjadi terang. 
Terkait dengan pasal di atas, apakah tujuan dari pada penangkapan? Pasal 16 
ayat 1 dan ayat 2 KUHAP menegaskan “untuk kepentingan penyelidikan dan 
penyidikan dapat dilakukan penangkapan”.  
Pasal 16 KUHAP ini jelas memiliki implikasi hukum dalam hubungannya 
dengan putusan MK a quo yang menyatakan “bukti permulaan yang cukup” dalam 
Pasal 17 KUHAP harus tersedia dua alat bukti dan sudah ada pemeriksaan calon 
tersangka. Implikasinya, adalah dalam proses penyelidikan pun (apalagi dalam proses 
penyidikan) sudah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memperoleh dua alat bukti 
dan telah dilakukan pula pemeriksaan terhadap calon tersangka. 
Pun kalau demikian adanya, dilakukan penangkapan dan sebelumnya oleh 
penyidik tidak mampu menunjukan dua alat bukti dan tidak pernah pula melakukan 
pemeriksaan/konfrontasi terhadap calon tersangka dengan alat bukti yang sudah 
diperoleh. Maka tindakan upaya paksa penangkapan ini juga bisa menjadi alasan bagi 
yang diduga keras telah melakukan tindak pidana, karena telah ditangkap, memiliki 
dalil/ alasan-alasan untuk menguji keabsahan penangkapan tersebut. 
Inilah yang dimaksudkan oleh penulis, bahwa dengan adanya tafsiran putusan 
MK a quo, telah menyebabkan syarat-syarat subjektif dalam penangkapan “harus ada 
dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” 
dengan syarat dua alat bukti dus pemeriksaan tersangka, menyebabkan syarat 
subjektif penangkapan yang terdapat dalam Pasal 16 sd. Pasal 17 KUHAP menjadi 
syarat objektif penangkapan. 
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Apakah dengan pergeseran syarat penangkapan ini, agar dapat dikatakan 
seseuai dengan due process of law telah menghambat penegakan hukum pidana. 
Hemat penulis, tidaklah demikian. Dasar argumentasinya, yaitu: Pertama, dengan 
diakuinya hukum pidana formil menganut asas legalitas, berarti dalam setiap frasa 
ketentuan praperadilan memang tidak dibolehkan terdapat ketentuan yang tidak jelas. 
Praperadilan sebagai bagian dari hukum pidana formil yang seharusnya menganut 
asas lex stricta dan lex certa, maka frasa “bukti permulaan yang cukup” haruslah 
memang memiliki tafsir yang jelas dan ketat. 
Kedua, kalau tujuan hukum acara pidana adalah harus berdasarkan prinsip due 
process of law maka due process of model haruslah diterapkan secara konsisten. 
KUHAP in qasu praperadilan, tidak boleh dalam tujuan dasar pembentukannnya 
mengkui due process of model, tetapi dalam ketentuannya masih menganut crime 
control model. Sebab kalau demikian keadaannya, berarti UU telah terjadi tumpang 
tindih dalam setiap normanya. Dengan demikian penafsiran secara jelas dari “bukti 
permulaan yang cukup” demi melindungi hak-hak tersangka dari pemerosesan hukum 
pidana sudah tepat dalam ihwal menerapkan prinsip due process of law secara 
konsisten. 
Ketiga, dalam ihwal melihat sejarah pembentukan KUHAP (UU No. 8 Tahun 
1981) adalah mengubah hukum acara pidana dari sistem pemeriksaan yang inquisitor 
(HIR) menjadi aqusatur dalam KUHAP (menempatkan seorang terperiksa sebagai 
subjek, bukan lagi sebagai objek). Berarti, syarat subjektif penangkapan telah 
menyimpangi asas aqusatur yang sudah “menjiwai” rumusan KUHAP tersebut. 
Dengan demikian, putusan MK yang meniadakan syarat subjektif penangkapan 
adalah mengembalikan hukum acara pidana dalam dasar falsafatinya untuk 
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menempatkan terperiksa sebagai subjek, yang tetap memiliki hak-hak untuk diketahui 
dari perkara yang dituduhkannya. 
2. Penahanan 
Adalah tidak jauh berbeda dengan implikasi hukum putusan MK a quo 
terhadap objek praperadilan; sah atau tidaknya penangkapan sebagaimana telah 
diuraikan di atas. Pada objek praperadilan sah atau tidaknya penahanan maka syarat 
subjektif penahanan juga telah menjadi syarat objektif penahanan. 
Dimanakah ketentuan perihal syarat subjektif itu mengalami pergesaran 
menjadi syarat objektif penahanan? Yaitu, pada Pasal  21 ayat 1 KUHAP yang 
menegaskan: 
“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang 
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan 
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak 
pidana.” 
 
Putusan MK a quo juga telah menafsirkan frasa “bukti yang cukup” dalam 
ketentuan di atas, harus ada dua alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik dus 
sudah pernah calon tersangka dipersika. Dengan penafsiran berdasarkan Putusan MK 
tersebut, sahnya penahanan hanyalah dibenarkan sepanjang orang yang sudah 
ditahan, telah ada dua alat bukti dan sudah pula diperiksa sebelum ia ditahan. 
Itu artinya, kalau dalam proses penyidikan ternyata orang yang ditahan tidak 
ada dua alat bukti dan tidak pernah diperiksa sebelum ia ditahan. Maka kepadanya 
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dapat mengajukan permohonan praperadilan atas tidak sahnya penahanahn tersebut 
dengan alasan syarat “bukti yang cukup” oleh penyidik tidak dipenuhi. 
Maka dari itu, agar tindakan upaya paksa penahanan kedepannya tidak berada 
dalam keadaan; bisa dinyatakan tidak sah melalui penetapan praperadilan. 
Penyidiklah yang memegang peranan paling penting. Sebab andaikata sebuah berkas 
perkara pidana misalnya telah dilimpahkan ke tingkat penuntutan, mutatis mutandis 
penuntut umum melakukan perpanjangan penahanan. Lalu ternyata orang yang 
ditahan tersebut dalam penahanannya dapat membuktikan kalau dugaan tindak pidana 
atas dirinya belumlah cukup dua alat bukti, maka dapat saja penuntut umum yang 
malah dijadikan sebagai termohon dalam permohonan praperadilan atas tidak sahnya 
penahanan. Sepanjang berkas perkara itu belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri 
dalam hal untuk mengadili pokok perkaranya. 
3. Penetapan Tersangka 
Perlu dipahami bahwa dalam hukum acara pidana pada prinsipnya 
penyelidikan dan penyidikan yang dijalankan oleh pejabat penyidik merupakan 
serangkaian tindakan hukum untuk menetapkan status seorang sebagai tersangka. 
Saat penulis melakukan penelitian di Pengadilan  Negeri Makassar, seorang 
hakim telah mengemukakan persetujuannya kalau Putusan MK a quo yang 
menambah objek praperadilan sudah tepat. Sebab tanpa putusan MK tersebut, 
sebenarnya dari ketentuan KUHAP sudah mengatur tentang keabsahan penyidikan. 
Bukankah penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan.
36
 
Penulis kemudian tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh 
hakim tersebut di atas. Sebab yang dimaksud dalam KUHAP bukanlah keabsahan 
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penyidikan. Akan tetapi lebih tepatnya yang menjadi objek praperadilan, yaitu untuk 
mengukur keabsahan “penghentian penyidikan.” Sama sekali dalam KUHAP tidak 
ada frasa praperadilan berwenang mengadili atas sah atau tidaknya penyidikan. 
Dengan demikian pendapat hakim tersebut tidaklah berdasar. 
Juga telah dilakukan wawancara terhadap tiga orang penyidik Kepolisian 
yang pernah terlibat dalam permohonan praperadilan terkait alasan yang dibenarkan 
berdasarkan KUHAP a quo Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014. Rata-rata 
responden memberi jawaban yang menyebabkan penetapan tersangka menjadi tidak 




Semua pendapat responden di atas, dalam memberi jawaban perihal untuk 
menguji keabsahan penetapan tersangka berdasarkan Putusan MK a quo kurang tepat. 
Sebab secara tegas MK telah menyatakan: bahwa frasa “bukti permulaan” dalam 
pengertian tersangka pada Pasal 1 angka 12 KUHAP harus pula dimaknai selain ada 
dua alat bukti yang mendukung penetapan tersangka itu. Termasuk harus pula 
dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap calon tersangka. 
Seharusnya pendapat yang tepat, perihal sebagai syarat yang menyebabkan 
sah atau tidaknya penetapan tersangka, bukan hanya karena alat bukti kurang dari 
dua. Akan tetapi juga bisa disebabkan karena sama sekali si calon tersangka tidak 
pernah dilakukan pemeriksaan selama dalam proses penyelidikan/penyidikan. 
Pada hakikatnya menguji keabsahan penetapan tersangka (termasuk tindakan 
upaya paksa penangkapan dan penahanan) sebagai objek penambahan praperadilan 
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januari 2016. 
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pasca Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, dalam hal alat bukti ini, masih ada 
syarat yang harus diperhatikan bagi penyelidik/penyidik/penuntut umum. Yaitu, 
selain alat bukti tersebut sudah cukup dua jenis, baik secara kuantitas maupun 
kualitasnya, juga harus diperhatikan: apakah dalam memperoleh dua alat bukti 
tersebut oleh penyidik telah memperolehnya karena berdasarkan kewenangannya. 
Sebab kalau tidak berwenang, maka bisa saja alat bukti itu meskipun sudah 
memenuhi standar yang cukup. Ada kemungkinannya alat bukti tersebut kemudian 
dinyatakan tidak sah. Ini yang terjadi pada permohonan praperadilan Hadi Poernomo 
kemarin ketika permonannya dikabulkan, dengan dalil Pejabat Penyidik KPK tidak 
memiliki kewenangan untuk mengumpulkan alat bukti, karena penyidik KPK 
dianggap bukan penyidik, bahwa status jabatan penyidik KPK in qasu a quo 
bukanlah diangkat dari Penyidik Polri. 
Pada hakikatnya dalil “bukti permulaan”  “bukti permulaan yang cukup” dan 
“bukti yang cukup” dengan terpenuhinya dua alat bukti, dapat dikatakan absah dalam 
hal tindakan penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka, yaitu: 
1. Cara memperoleh alat bukti tersebut sudah berdasarkan prosedur hukum 
yang dibenarkan: 
2. Pejabat yang mengumpulkan alat bukti tersebut juga dibenarkan 
berdasarkan kewenangannya yang telah diberikan dalam Undang-
Undang. 
Pada bab II sebelumnya, telah diuraikan tentang parameter pembuktian, 
terutama pada “bewijsvoering”. Prinsip due process of model merupakan prinsip yang 
menjadi dasar kalau parameter pembuktian melalui “bewijsvoering” dibenarkan untuk 
menguji secara formil “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka melalui forum 
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praperadilan. Sehingganya, kalau “bukti permulaan” yang telah cukup dua tersebut 
dianggap tidak sah cara memperolehnya, karena sewenang-wenang tindakan 
penyidikan (misalnya: menangkap gembong narkotika dengan memperoleh “barang 
bukti” setelah memompa perut si pelaku karena berusaha menelan barang bukti), 
maka barang bukti itu kendatipun telah memenuhi sebagai bukti permulaan. Akan 
tetapi dengan uji praperadilan barang bukti itu, bisa kemudian dinyatakan tidak sah, 
karena cara memperoleh tidak sesuai dengan hukum. Adalah cara memperolehnya 
bertentangan dengan hukum (unlawfull legal evidence). 
Itulah sebabnya menjadi penting untuk diperhatikan dalam hal penetapan 
tersangka, bagi penyidik yang akan mengeluarkan surat keputusan tersangka terhadap 
seseorang. Haruslah hati-hati dalam proses penyelidikan dan penyidikan, agar dalam 
pemeriksaannya, selain memburuh terpenuhinya “bewijs minimum” juga harus 
memerhatikan “bewijsvoering” dalam ihwal sahnya cara memperoleh alat bukti 
tersebut. 
Terkait sah tidaknya “bukti permulaan” ini yang dapat dijadikan sebagai 
alasan permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Ada yang 
menarik dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Kantor Kepolisian, dari 
penyidik yang pernah dijadikan sebagai termohon praperadilah dalam objek 




“Saya tidak setuju dengan objek praperadilan atas sah tidaknya penetapan 
tersangka, sebab permohonan yang seperti itu bisa dijadikan celah penyidik 
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yang sifatnya tidak substantif, dan juga memungkinkan praperadilan akan 
bersinggungan dengan perkara pokok.” 
Apakah yang dimaksud “penyidikan yang tidak substantif” dan bersingungan 
dengan pokok perkara dalam hasil wawancara di atas? Kalau yang dimaksudkannya, 
adalah uji keabsahan “bukti permulaan” merupakan celah permohonan yang tidak 
substantif. Pendapat tersebut dengan sendirinya menjadi gugur, kalau dikembalikan 
dengan pertanyaan: Sejauh manakah ia berwenang melakukan penyidikan? Bukankah 
kewenangannya diikat oleh prinsip hukum pidana formil yang mengakui “due 
process of law”. Kalau kewenangannya untuk melakukan penyidikan, maka 
penyidikan itu telah menjadi cacat sebab ia menyimpangi due process of law. 
Selanjutnya, dikatakan bahwa objek praperadilan sah tidaknya penetapan 
tersangka dianggap akan menyingging pokok perkara. Benarkan demikian? Penulis 
memiliki pendapat yang berbeda dengan responden di atas. Pada intinya prarperadilan 
dalam objek sah tidaknya penetapan tersangka tidaklah bersinggungan dengan pokok 
perkara.  
Alasannya, yaitu: adanya pengujian alat bukti dalam menguji keabsahan 
penetapan tersangka melalui forum praperadilan sama sekali bukan bersinggungan 
dengan pokok perkara. Oleh karena pada pengujian alat bukti tersebut, hanyalah uji 
formil, yaitu pengujian alat bukti terkait dengan cukupnya dua, relevannya alat bukti 
tersebut sebab tidak diperoleh bertentangan dengan hukum.  
Dalam pengujian alat bukti yang memungkinkan bersinggungan dengan 
pokok perkara, hanyalah terjadi pada persesuaian alat bukti dengan unsur-unsur  
tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka, ini merupakan pengujian alat 
bukti yang sifatnya materil.  
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Sepintas lalu memang dimungkinkan ada pengujian alat bukti dalam objek 
praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka, terutama dalam kasus korupsi, 
tetapi pada model pengujian alat bukti ini penulis tetap berpendapat tidak 
bersinggungan dengan pokok perkara. Begini analogi sederhananya:  
Seorang pejabat disangka telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan 
Pasal 3 UUPTPK. Penyidik telah memeriksa saksi-saksi dan memperoleh 
keterangan dari saksi tersebut, bahwa benar adanya pejabat itu yang 
menyelewengkan anggaran negara. In qasu penyidik juga telah 
mengumpulkan bukti surat berupa pencairan dana untuk sebuah proyek.  
Apakah dalam kasus ini, sudah memenuhi “bukti permulaan” untuk 
menetapkan surat keputusan tersangka bagi pejabat itu. Uji keabsahan praperadilan 
memang memungkinkan seolah-olah bersinggungan dengan pokok perkara, karena 
hakim bisa saja menganggap alat bukti tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana 
korupsi pada unsur kerugian negaranya.  
Dalam kasus ini memerlukan kecermatan kalau yang diuji pada sesungguhnya 
tetap pengujian formil saja. Bahwa alat bukti tersebut bukanlah alat bukti yang sah, 
sebab alat bukti surat itu masih merupakan “penilaian subjektif” si penyidik terhadap 
dugaan tindak pidana yang telah diperiksanya. Andaikata alat bukti surat yang 
ditunjukan adalah hasil audit BPK (BPKP), maka pada konteks itu bisa dikatakan 
“bukti permulaannya” dalam menetapkan tersangka telah menjadi absah.  
Titik poinnya dalam masalah ini, alat bukti surat untuk memenuhi “kerugian 
negara”, dalam  memenuhi syarat dugaan tindak pidana korupsinya berdasarkan 
“bukti permulaan yang cukup”, adalah alat bukti yang dimiliki oleh penyidik berada 
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dalam “status” dia tidak berwenang untuk membuat “tafsir subjektif” kalau alat 
buktinya merupakan “bukti permulaan” tindak pidana korupsi. 
Terakhir, dalam objek penambahan praperadilan ini, perihal sah tidaknya 
penetapan tersangka. Apakah yang mestinya dibenahi ke depannya dalam rencana 
Revisi KUHAP nanti? Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan 
Negeri Makassar dan di Kantor Kepolisian Makassar. Rata-rata dari respoden 
menginginkan agar dalam revisi KUHAP di masa mendatang: seyogianya objek 
praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka dengan memperhatikan Putusan 
MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 dimuat dalam ketentuan KUHAP secara tegas. 
Hanya saja, dengan membaca RUU KUHAP yang saat ini sudah ada di 
Preolegnas DPR. Sepertinya usulan tersebut tidak lagi akan termuat dalam 
pemeriksaan praperadilan. Penyebabnya yaitu: RUU KUHAP tidak lagi 
menggunakan forum praperadilan. Tetapi jauh lebih maju dari pada forum 
praperadilan, yaitu hanya mengenal pemeriksaan pendahuluan.
39
  
Oleh karena itu, bagi penulis, pemeriksaan pendahuluan yang dapat diadli 
oleh hakim komisaris diantaranya: keabsahan segala tindakan upaya paksa dalam 
proses penyidikan, keabsahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 
Juga sudah selayaknya ditambahkan kewenangan dari sidang pemeriksaa 
pendahuluan itu, untuk mengadili keabsahan (sah/tidaknya) penetapan tersangka. 
Selain itu, yang perlu pula menjadi penelaahan atas terdapatnya forum untuk 
menguji keabsahan penetapan tersangka melalui sidang pemeriksaan pendahuluan 
tersebut. Revisi KUHAP tidak hanya mencantumkan syarat-syarat penetapan 
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tersangka saja, seperti: dua alat bukti permulaan dan sudah ada pemeriksaan 
tersangka.  
Akan tetapi, dalam hemat penulis; agar KUHAP lebih dominan dalam 
menganut due process of model dan prinsip habeas corpus yang menjadi kiblatnya. 
Seyogianya dalam ketentuan KUHAP, sudah ditegaskan masa penetapan tersangka 
dari berkas perkaranya (kapan akan) dilimpahkan ke pengadilan, sebab ini 
menyangkut pula hak-hak tersangka. Bahwa penetapan tersangka yang berlarut-larut 
bisa menimbulkan stigmatisasi “penjahat” padahal si tersangka masihlah ia berada 
dalam keadaan praduga tak bersalah.  
Tentunya dalam konteks ini, pemeriksaan pendahuluannya bisa saja hakim 
komisaris membatalkan surat keputusan tersangka yang terdapat dalam berita acara 
penyidikan, oleh karena penyebab penundaan pelimpahan perkara ke pengadilan 
untuk diadili pokok perkaranya besar keungkinan, memang tidak terdapat bukti 
permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. 
Tidak ada yang salah dalam objek praperadilan atas sah tidaknya penatapan 
tersangka. Kendati di kemudian hari adalah melalui sidang pemeriksaan pendahuluan 
yang akan mengadilinya. Koreksi tindakan penyidikan yang dalam prosesnya; 
membenarkan tindakan upaya paksa hingga menetapkan status tersangka terhadap 
sesorang, bukanlah suatu qonditio sine quo non bagi penyidik untuk kembali 
melakukan penyidikan terhadap dugaan peristiwa pidana itu.  
Penetapan kembali menjadi tersangka terhadap seseorang yang sudah 
dikabulkan permohonannya melalui praperadilan (pemeriksaan pendahuluan 
nantinya) tetap masih dibenarkan berdasarkan Putusan MK Nomor: 21/PUU-
XII/2014, sepanjang penyidik sudah memenuhi bukti permulan a quo putusn MK. 
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Analisis Putusan Praperadilan atas Sah Tidaknya Penetapan Tersangka 
Bagian akhir dari bab pembahasan skripsi ini, sengaja penulis menganilisis 
dua putusan dengan pertimbangann, yaitu: Pertama, dipilih putusan Praperadilan 
yang pemohonnya adalah Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., 
Msi dengan alasan putusan praperadilan ini telah mengabulkan permohonan status 
tersangka, padahal saat berjalan pemeriksaan perkara a quo belumlah ada Putusan 
MK yang menyatakan ketentuan objek praperadilan “termasuk pula sah tidaknya 
penetapan tersangka.” 
Kedua, dipilih pula Putusan Praperadilan yang objek permohonan 
praperadilannya: tidak sahnya penetapan tersangka yang diajukan oleh Umar SE 
(Putusan Nomor: 06/Pid.Prap/2015PN. Makassar). Alasan kemudian penulis memilih 
putusan ini untuk dianalisis, yaitu selain lokasi pengambilan data penelitian (Putusan 
Nomor: 06/Pid.Prap/2015PN. Makassar) lebih gampang dijangkau karena berdekatan 
dengan domisili penulis. Juga putusan ini tetap relevan untuk dianalisis perihal benar 
tidaknya putusan a quo berdasarkan penambahan objek praperadilan pasca Putusan 
MK Nomor: 21/PUU-XII/2014. 
1. Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel (Pemohon: Komisaris Jenderal 
Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi) 
Andaikata Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel ini yang sudah 
diputus inkra oleh Hakim PN Jakarta Selatan: Sarpin Rizaldi, setelah adanya Putusan 
MK Nomor: 21/PUU-XII/2014. Maka putusan a quo bisa saja dibenarkan dalam 
menolak eksepsi yang diajukan oleh Penyidik KPK. 
Dalam konsiedaran putusan tersebut, hakim pengadilan menolak eksepsi 
termohon dengan menyatakan praperadilan berwenang untuk mengadili sah tidaknya 
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penetapan tersangka. Dengan terlebih dahulu, hakim mendalilkan beberapa 
pertimbangannya.  
Dalam pertimbangan yang dikutip penulis ini, selanjutnya akan memberikan 
komentar sebagai analisis putusan a quo: 
1. Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, 
mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa 
hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada 
Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi 




Komentar: kesalahan pertimbangan ini, yakni terletak pada pemaknaan 
“hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada alasan bahwa 
hukumnya tidak ada” bukanlah bermakna bahwa hakim harus mengadili 
perkara tersebut dengan tiba pada amar putusan: menolak 
permohonan/mengabulkan permohonan praperadilan. Akan tetapi KUHAP 
yang tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, maka 
maknanya hakim tetap bisa memeriksa, tetapi putusan/penetapannya yaitu 
dengan tidak dapat menerima (Niet onvankelij verklard) permohonan 
praperadilan tersebut. 
2. Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang 
semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan 
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metode penemuan hukum  (recht finding), yang jika dikaji secara ilmiah 
(keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan;
41
 
Komentar: bahwa memang hakim dibenarkan untuk melakukan penemuan 
hukum, tetapi dalam putusan a quo bukan lagi hakim melakukan penemuan 
hukum, melainkan menciptakan hukum yang nyata tidak dibenarkan untuk 
hakim Pengadilan Negeri. Sebab sistem hukum Indonesia bagiamanapun 
dalam modelnya adalah terikat dengan perundang-undangang. Sistem hukum 
kita bukanlah menganut model peradilan yang berdasarkan precedent ---- 
(the binding force of precedent) 
3. Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang 
semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan 
dan menerapkan metode penafsiran (interpretasi);
42
 
Komentar: pada putusan a quo sesungguhnya hakim bukan lagi melakukan 
interpretasi, sebab sudah keluar dari jalur interpretasi. Pertimbangan ini 
lebih tepat dikatakan sebagai konstruksi hukum. Sebuah analogi yang 
berusaha mambangun logika “penetapan tersangka” sebagai bagian dari 
projustitia; 
 
4. Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan bagian dari 
proses penyidikan, bahkan ahli Hukum Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, 










Komentar: alasan ini tidak dengan serta merta dapat diterima, sebab 
meskipun penetapan tersangka adalah hasil dari penyidikan, tidak secara 
otomatis bisa disamakan dengan tindakan upaya paksa lainnya. Penangkapan 
dan penahanan bukanlah hasil akhir dari penyidikan, tetapi justru masih 
berada dalam proses penyidikan. 
5. Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, karena hukum 
positif Indonesia tidak mengatur lembaga mana yang dapat menguji 
keabsahan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, maka Hakim harus 




Komentar: terjadinya kekosongan hukum yang seperti ini, sekali lagi bukan 
wewenang bagi hakimpengadilan negeri untuk menciptakan norma hukum 
baru dalam Undang-Undang untuk mewadahi hak-hak yang belum terdapat 
dalam Undang-Undang. 
6. Menimbang, bahwa tentang penerapan asas legalitas dalam Hukum Acara 
Pidana sebagai salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi ini 
tidak dapat dibenarkan, karena asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan Hukum Pidana 
Materiil, bahkan dalam perkembangannya dimungkinkan dilakukan 
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penafsiran dengan pembatasan  sebagaimana pendapat ahli Hukum Pidana Dr. 
Bernard Arief Sidharta, SH;
45
 
Komentar: asas legalitas tidak mesti harus ada dalam Undang-Undang 
kemudian asas itu dinyatakan bisa diberlakukan. Sebab pada intinya asas 
merupakan „jantungnya” Undang-Undang. Bahwa yang namanya asas hukum 
tidak akan pernah mati hanya karena tidak ditegaskan dalam Undang-Undang. 
Selain petimbangan hukum di atas yang menolak eksepsi termohon, menjadi  
penting juga dikaji: benarkah dalil hakim pengadilan tersebut dalam mengabulkan 
permohonan tersangka perihal tidak sahnya penetapan tersangka terhadap pemohon. 
Untuk menganalisis persoalan tersebut, berikut dikutip lagi satu pertimbangan hakim 
dalam putusan a quo:
46
 
“Menimbang, bahwa menurut bukti P-14 yang berupa Surat Keterangan 
Nomor : Sket/2/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Jabatan Kepala Biro 
Pembinaan Karier Staf Deputi Sumber Daya Manusia Polri, yang didukung 
oleh bukti P-15 yang berupa Surat Keterangan Nomor: B/4/I/2015/SSDM 
tanggal 30 Januari 2015, berikut lampiran-lampiran dari bukti P-15 yang 
diberi tanda bukti P-15A hingga bukti P-15D, ternyata jabatan Karo Binkar 
merupakan jabatan administratif dengan golongan Eselon II A1 dan tidak 
termasuk dalam pengertian sebagai penyelenggara negara, mengingat jabatan 
tersebut bukan termasuk eselon satu:” 
Pertimbangan di atas, pada sesungguhnya sedang menguji berwenangnya 
penyidik dalam proses penyidikan terhadap si tersangka. Oleh karena penyidik KPK 
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hanya bisa memeriksa perkara yang mana dugaan subjek pelaku tindak pidananya 
diantaranya: penegak hukum, penyelenggara negara (dst). Lalu kemudian dianggap 
oleh hakim pengadilan, bahwa Budi Gunawan ditersangkakan bukan dalam status 
sebagai aparat penegak hukum, bukan juga sebagai penyelenggara negara. Olehnya 
itu penyidik KPK tidak berwenang untuk melakukan proses penyidikan terhadap 
dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Budi Gunawan. 
Terlepas dari perdebatan apakah status Budi Gunawan pada waktu itu sebagai 
aparat penyelenggara negara ataukah bukan sebagai aparat penegak hkum. Hematnya, 
pertimbangan tersebut selain tidak terdapat dalam KUHAP sebagai syarat yang dapat 
membatalkan proses penyidikan, juga alasan hakim tersebut sudah bukan dalam 
standar menguji “tindakan” penyidik yang tidak berdasarkan Undang-Undang. Akan 
tetapi sudah dalam ranah status pengujian jabatan untuk melakukan penyidikan. 
Pengujian yang semacam ini dalam KUHAP tidak dibenarkan. 
Andaikata putusan a quo hendak disesuaikan dengan putusan MK Nomor: 
21/PUU-XII/2014, kendati diputus sebelum adanya putusan MK yang sudah. Apakah 
pertimbangan hakim tersebut sduah memenuhi syarat-syarat dapat dikabulkannya 
permohonan atas tidak sahnya penetapan tersangka? Nyatanya, juga tidak sesuai 
dengan putusan MK. Sebab fokus pertimbangan hakim dalam putusan a quo yaitu 
pada “statusnya sipemohon” untuk dikatakan penyidk KPK berwenang ataukah tidak 
dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidananya. 
Senadainya saja hakim mendalilkan: “bahwa oleh karena penyidiknya tidak 
berwenang dalam penetapan tersangka terhadap sipemohon, sebab sipemohon 
bukanlah subjek hukum yang dapat diperiksa oleh KPK. Sehingganya, secara mutatis 
mutandis pun alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik KPK, dinyatakan 
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tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup. Oleh karena alat bukti tersebut 
dinyatakan tidak sah, maka bisa dikatakan memenuhi syarat untuk dikabulkannya 
perhohonan tersangka. 
Kesimpulan dari putusan a quo, pada intinya hakim pengadilan yang berada 
dalam struktur kekuasanaan kehakiman Mahkamah Agung tidak dibenarkan untuk 
menjadi “pencipta Undang-Undang”. Pengadilan Negeri adalah Mahkamah keadilan 
yang seharusnya mempertahankan Undang-Undang bagi para pencari keadilan. 
Bahwa yang bisa menguji Undang-Undang, menciptakan frasa dalam ketentuannya 
itu adalah fungsi dari Mahkamah Konstitusi yang memang dibenarkan berdasarkan 
UUD NRI 1945 untuk mengadli Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. 
2. Putusan Nomor: 06/Pid.Prap/2015/PN.Makassar (Pemohon: Umar, SE) 
Dalam  putusan ini merupakan permohonan praperadilan yang 
menggabungkan  4 objek praperadilan, yaitu: Pertama, tidak sahnya penangkapan; 
Kedua, tidak sahnya penahanan; Ketiga, tidak sahnya penetapan tersangka; Keempat: 
permohonan rehablitasi dan ganti rugi atas tidak sahnya penangkapan, penahanan, 
dan penetapan tersangka. 
Kembali ditegaskan bahwa putusan yang dianalisis ini, adalah putusan 
praperadilan Pasca Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014. Sehingganya, yang 
menjadi penting untuk dianotasi; benarkah putusan a quo sudah sesuai dengan 
standar penetapan tersangka dalam pemeriksaannya melalui praperadilan in qasu 
Putusan MK? Pertama-tama, penulis akan mengutip pertimbangan hakim dalam 
putusan praperadilan ini, yang telah menyimpangi putusan MK a quo:
47
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”Bahwa dari upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh pemohon hanya alat 
bukti surat saja yang akan dipertimbangkan yaitu P-1 yang berupa Surat 
Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/198/V/2015/Reskrim Tertanggal 19 
Mei 2015 yang bersesuaian dengan bukti T-7 dan bukti surat P-2 yang berupa 
Surat Perintah Penahanan yang bersesuaian dengan bukti surat T-9 dimana 
dari kedua alat bukti surat P-1 dan P-2 tidak ada satupun bisa memberikan 
keterangan ataupun penjelasan untuk menyatakan tindakan termohon yang 
menetapkan status tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: 
Sp. Sidik/520/IX/2014/ Reskrim tanggal 17 September 2014 adalah tidak sah 
dan merupakan tindakan sewenang-wenang, melawan hukum dan melanggar 
hukum dan justru sebaliknya tindakan termohon yang telah menetapkan status 
tersangka kepada diri pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang ada 
dimana dalam jawaban telah diperoleh keterangan saksi pelapor, surat akta 
yang dipalsukan,.surat hasil pemeriksaan laboratorium forensik.” 
 
Apa yang kurang dari hasil pembuktian hakim praeradilan di atas, jika dilihat 
dari pertimbangannya? Yakni, hanya terpaku bahwa kalau sudah ada dua alat bukti 
yang bersesuaian dengan peristiwa tindak pidana terhadap orang yang diduga sebagai 
pelaku tindak pidana. Hakim sudah bisa berkesimpulan penetapan tersangkanya 
sudah menjadi sah.  
Pertimbangan tersebut keliru dalam memahami absahnya penetapan 
tersangka, hanya dengan bersandarkan pada alat bukti sudah cukup dua saja. Padahal 
dalam putusan MK, sebelum seorang ditetapkan sebagai tersangka seharusnya pula 
telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Satu pun dalam pertimbangan hakim 
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pada putusan a quo tidak ada yang mendalilkan; kalau sebelumnya, tersangka sudah 
pernah diperiksa untuk dikonfrontasi dengan alat bukti yang sudah diperoleh lebih 
awal oleh penyidik. 
Termasuk dalam putusan a quo, hakim praperadilan masih kurang cermat 
dalam memaknai maksud putusan MK terkait dengan absah tidaknya penangkapan 
dan penahanan yang telah dilakukan oleh penyidik. Berikut kutipan pertimbangan 
dalam putusan a quo yang menunjukan kalau hakim yang mengadili perkara a quo 
masih menganggap dibolehkannya syarat subjektif dalam penangkapan dan 
penahanan: 
1. Dalam hal sah tidaknya penangkapan: Menimbang bahwa sebagai ukuran 
untuk menilai adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon 
tersebut, Undang-Undang menyerahkan kepada termohon selaku penyidik 




2. Dalam hal sah tidaknya penahanan: menimbang bahwa unsur subyektif ini 
meliputi subyektifitas tersangka atau terdakwa atau pejabat yang menilai, 
atau dengan kata lain unsur itu bertitik tolak pada penilaian yang bersifat 
subyektif; Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 21 ayat 1 
KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam 
unsur subyektif ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja 
terpenuhi maka penahanan yang dilakukan sudah dianggap sah.
49
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Berdasarkan pertimbangan di atas sebagaimana dinyatakan dalam putusan a 
quo. Dalam hemat penulis, masih tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor: 21/PUU-
XII/2014.  
Dasar argumentasinya, yaitu: Pertama, dalam pembuktian atas sah tidaknya 
penangkapan hakim masih menggunakan paradigma kebsahan penangkapan KUHAP 
sebelum adanya putusan MK, sebab dalam pertimbangannya menyatakan: 
“Dalam hal dugana keras telah terhadap seorang yang diduga sebagai pelaku 
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Undang-Undang 
menyerahkan kepada termohon selaku penyidik dan hal tersebut merupakan 
hak sepenuhnya termohon berdasarkan alat bukti yang dimiliki”  
Ingat! Putusan MK sudah menggeser syarat subjektif penangkapan ini 
menjadi syarat objektif. Oleh karena berdasarkan Putusan MK mewajibkan sebelum 
seorang ditangkap, seharusnya penyidik memenuhi terlebih dahulu dua alat bukti dus 
pemeriksaan terhadap orang yang akan ditangkap tersebut. Sedangkan dalam putusan 
praperadilan di atas justru masih menganggap  hak subjektif penyidik sebagai syarat 
absahnya penangkapan. 
Kedua, in qasu a quo termasuk dalam hal pembuktian atas sah tidaknya 
penahanan juga terjadi kekeliruan dari hakim praperadilan tersebut. Tampaknya, 
hakim yang mengadili perkara a quo juga masih memandang penyidik berwenang 
untuk melakukan penafsiran subjektif perihal dapat/tidaknya seorang ditahan. Bahkan 
hakim menganggap masih dibolehkannya; hanya dengan syarat subjektif saja, 
dibenarkan penyidik untuk melakukan penahanan. Ini pertimbangan keliru, sebab 
pertimbangan yang demikian justru membuka peluang bagi penyidik dalam 
melakukan pelanggaran hak-hak tersangka. 
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Berpijak dari analisis putusan praperadilan di atas, maka ke depannya 
“kesalahan” pertimbangan hukum macam ini tidak perlu terulang lagi. Hakim 
praperadilan sudah seharusnya memahami kalau putusan MK telah menggeser syarat 
subjektif penangkapan dan syarat subjektif penahanan menjadi syarat yang harus 
diobjektifkan melalui dua alat bukti dan pemeriksaan terhadap calon tersangka 
sebelum ia dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.  
Jangan sampai keeliruan hakim praperadilan dalam memahami implikasi atas 
putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 ini, akan menimbulkan “persepsi buruk” ke 
depannya. Kalau ternyata hakim praperadilan hanya bisa melindungi tersangka yang 
berasal dari institusi Kepolisian. Tetapi kalau penyidik kepolisian yang 
mentersangkakan seseorang, justru hakim praperadilan melindungi institusi 
kepolisiannya, tetapi malah mengabaikan hak-hak dari orang yang ditersangkakan itu. 








A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut: 
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1. Objek praperadilan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  
21/PUU-XII/2014, terdiri dari: sah tidaknya tindakan upaya paksa (berupa: 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan); sah tidaknya 
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti rugi atau 
rehabilitasi oleh tersangka atau kuasa hukumnya atau keluarganya atas tindakan 
upaya paksa atau penghentian penyidikan/penuntutan yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan. Dalam objek praperadilan sebelum adanya putusan MK, 
tindakan upaya paksa berupa penagkapan dan penahanan  masih membolehkan 
syarat subjektif penangkapan dan syarat subjektif penahanan; 
2. Objek praperadilan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  
21/PUU-XII/2014, yaitu terjadinya penambahan objek praperadilan atas sah 
tidaknya penetapan tersangka. Selain itu, implikasi putusan MK a quo juga 
berpengaruh terhadap keabsahan penangkapan dan keabsahan penahanan harus 
berdasarkan syarat objektif penyidik; melalui dua alat bukti dan pemeriksaan 
calon tersangka agar memenuhi dugaan “bukti permulaan, bukti permulaan yang 
cukup, dan bukti yang cukup”. 
 
B. Saran  
 Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka yang dapat menjadi saran dalam 
skripsi ini sebagai berikut: 
1. Revisi KUHAP ke depannya sudah seharusnya mempertegas ketentuan, perihal 
gabungan objek permohonan praperadilan agar memenuhi prinsip the speed 
administration court. Sehingganya, ketentuan permohonan praperadilan terkait 
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penggabungan permohonan (seperti: tidak sahnya penangkapan dengan 
permohonan ganti rugi dan rehabilitasi) akan mewujudkan hukum pidana formil 
yang  lex stricta (ketat) dan lex certa (jelas); 
2. Jika RUU KUHAP pada akhirnya tetap mempertahankan keberadaan  sidang 
pemeriksaan pendahuluan, maka segala tindakan upaya paksa, penghentian 
penyidikan/penuntutan, hingga penetapan tersangka. Sudah seharusnya objek 
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